
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

' . GUBERNUR JAWA TENGAH,

Meninwang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada 
Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa 
Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif 
dan efisien, perlu disusun Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat 
berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Dinas 
Pertambangan Dan Energ! Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Provinsi ^waj.Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengsn 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan* Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
'ridonesia Nomor 4048);

GUBERNUR JAWA TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 

TENTANG 

ST.A.MDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
~ 

DINAS'PERTAMElANGAN DAN ENERGI PROVINS! JAWA TENGAH 

) 
. GUBERNUR JA'NA TENGAH, . 

Menim )ang: a. bahwa guna meningka1kan kualitas pelayanan pada 

Mengingat 

Dinas Pertambangan Dan Ene,gi Provins; Jawa 
Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif 
dan efisien, perlu disusun Standar Ope'"asional 
Prosedur Pelayanan; 

b. bahwa b·erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya · dapat 
berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu 
menetapkan Paraturan Gubernur tentang Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Din as 
Pertambal"'l~a:, Dan Energi Provinsi Jawa Tengah; 

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Pro':'Jnsi ~.c-1wa;rengah; · . 

2. Undang-Und&ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndor1esia Tahun · 1997 Nomor 41, 
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengs n 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan. Atas Undang-Undang N'Jmor 18 _Tahun 
1997 tentang Pajak Oaerah Dan Retribusi Daerah 
(LembarE'ln Neaera Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
'nd0nesia Nomor 4048); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lembaran Negara Republik 'ndonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republ'k Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Ncmor3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomcr 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha 
Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 
Nomor 3 Seri S Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 200'1 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 
Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas 
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas 
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas 
Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26)
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3. Undang-Undang Nomor 3:2 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahc1n Daerah (Lemboran Negara Rapublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lembaran Negara Reput;lik •noonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengal'.' Undang-Undang 
t\Jomor 8 Tahun 2005 tent1ng Penetapan Peraturan 
Pemerintah l=>engganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undgng-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintar.an Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 oat Tambahan 
Lembaran Negara Republik lr.donesia Nomor 4548); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Neg'!ri Sipil · (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, 
Tambahan Lembaran N&gara Repubik Indonesia 
Ncmor 3176); 

5. Peraturan P&rnerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi . D~erah (Lembaran Negara qepublik 
Indonesia Tahun 2001 Nome~ 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah . Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 1394 tentang Usaha 
Pertambangan Bahari Galian Golongan C di Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Daer~h Tip9k~t I Jawa Tengah Tahun 1994 
Nomor 3 Seri B Nomor i ); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 200"' tentang Pember.tukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fung'3i Dan Susunan Organisasi Dinas 
Kesejahteraan Sosial, Oinas Pariwisata, Dinas 
PeJayanan Koparasi Dan Usaha Kecil Menengah, . . 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina 
Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya · Air, Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas 
Perikanen Da~ Kalautan, Dinas Kehutanan, Dines 
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan 
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas 
Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalail Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Oaerah Provlnsi J~wa Tengah Tahun 2001 Nomor 26} 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayar ian Koperasi Dan Usaha 
Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman 
Dan Tata Ruarig, Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas 
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pertamt angan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, 
Seri D Nomor 3); ' f
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha 
Kecil Menengah, Dinas Tenaga Keija Dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman 
Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas 
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahtera­
an Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan
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sebagaimanc=t telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang . 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemben1ukan 
Kedudukan, Tugas Poki:>k, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Dinas Kesejahtaraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayar ,an Koperasi Dan Usaha 
Kecil Menengah, Dines 7enaga Kerja dan 
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman 
Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya 
Air, Dinas Pertar.,ian Tanaman Pangan, Dinas 
Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan 
Dan Tel':!kornunikasi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan PerdaJangan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pertamtangan Dan Energi, 
Dinas Pen,japatan C>aerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jedan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah ?rovin1si Ja~a Tengah Tahun 2006 Nomor 3, 
Seri D Nomor 3); r·: ·1 

• 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 200?. tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas 
P"kok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit 
Pelakr.ana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas 
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha. 
Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi, Oinas Bina Marga, Dinas Permukiman 
Dan ·rata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumt,er Daya 
Air, Dinas Pe,tanian Tenaman Pangan, Dinas 
Peternakan, Dines Perlkanan Dan Kelautan, Dinas 
Kehuta.nan, Oh,as Perkebur.an, Dinas Perhubunyan 
Dan Telekomunikasi) Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Oinas Perindustrian Dan Perdagangan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, 
Dinas ·Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Provinei Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daarah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
'<edudukan, Tugas Pol<ok, Fungsi Dan Susunan 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahtera­
~'l · Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan 
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Koperasi Dan l'saha Kecil Menengah, Dinas Tenaga 
Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Peitanian Tanaman Pangan, 

/ Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,
Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Per­
dagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provim i Jawa 
Tengah (Lembaran1; Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2002 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 1994 Nomor 3 Seri B Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C No. 2);

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; .

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 
Teknis Transparasi dan Akuntabilitas Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 
2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi 
Piovinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 22);

• 

" 

• 

... 

.... 
• 

• 
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Koperasi Dan L'saha Kecil Mer.engah, Dinas Tenaga 
Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Din.as 
Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengefolaan 
Sumber Daya Air, Dinas Pei tan:an Tanaman Pangan, 
Dinas Peternak.an, Dinas Perikanan Dan Kelautan, 
Dinas ~ehutsnan, Dinas Perkebunan, Dinas 
Perhubungan Dan -Telekomunikasi, Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Per­
dagangan, Dinas Kesehatan, · Dinas Pertambangan 
Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas 
Latu Untas Dan ,6.ngkutan Jalan Provim• i Jawa 
Tengah (Lemt:,arari.1: Daerah PrO''insi Jawa Tengah 
Tahun 2006 Norr.or 5, S&ri D Nomor 5); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Norr.or 6 
Tahun 2002 tAntang Pengambilan Air Bawah Tanah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 
2002 Nomor 701 ; 

10. Poraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tnhun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 1994 Nom9r 3 Seri B Nomor 1 ); 

11. ?eraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 
Tahun 2004 tantang Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor47 Seri C No. 2); 

12. Keputusan Mer,teri. Pendayagunaan Aparatur f\Jeg~rt1 
Nomor 63/K::?/M.PANn/2003 tentang Pedoman 
Umum Penyele1,ggaraan Pelayanan Publik; 

'13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 
llmum Penyutunan lndeks Kepuasan Masyarakat 
Jnit Pelayanan lnstansi Pemerintah; . 

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 
Teknis . Transparasi dan Akur.tabilitas DaJam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

15_ Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 
· 2002 tentang Penjat:,aran Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi 
P, ovinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2002 I\Jomor 22); 
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MEMUTUSKAN:

Meneta pkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN DINAS ^ERTAMBANGAN DAN ENERGI 
PROVINSI JAWA TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

2. Dinas adalah Dinas F'ertambangan Dan Energi Provinsi Jawa
Tengah.

*
3. Balai adalah Balai Pengalolaan Pertambangan Dan Energi Dinas 

Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah.

4. Standar Operasional Prosedur pelayanan adalah merupakan 
ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 
wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

5. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanannya.

7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan
administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanan..,

'■ i M- :
8. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 

adalah Sunt Izin Pertambangan Daerah yang menjadi 
Kewenangan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa 
Tengah.

9. SIPD Eksplorasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk 
melakukan segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk 
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan 
galian.

10. SIPD Eksploitasi adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk 
usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan 
galian dan memanfaatkannya.

( 

Mene+kan• 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
TENTANG STANDAR OPERASIONAI. PROSEDUR 
PELAYANAN DINAS1PERTAMBAN'3AN DAN ENERGI 
PROVINS! JAVVA TENGAH. 

BABI 

KE: TENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam -Peraturan Gubernur ini yf'ng dimaksud dengan : 

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

2. Dinas adalah Dinas Pertambangan D~n Energi Provinsi Jawa 
Ter,gah. 

• • 
3. Balai adal£lh Balai Pengalolaan Pertambangan Dan Energi Oinas 

Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa Tengah. 

4. Standar Operasicnal Prosedur pelayanan adalah merupakan 
ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang 
wajib ditaati aleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

5. Pelayanan c.:dalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanah.an 
· sebagai upaya pemenuhan keb•Jtuhan penerima pelayanan 

maup1 in J>elaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Prosedui Pel~yanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada ma&yarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayananny.?. 

7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan 
administrasi. yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai ,~eng21n jenis pelaya,,:1an . .'.. 1 · 

'' t.~~. 
8. Surat lzln Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 

adalah Suro;1t lzin Pertambangan Daerah yang menjadi 
kewenanga., Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Jawa 
Tengsh. 

9. SIPD Eksplo,asi adalah Surat lzin Pertambangan Daerah untuk 
melakukan segala penyelidikan · geologi/pertambangen untuk 
menetapkan lebih teliti/seksama adsnya dan sifat letakan bahan 
galian .. 

10. SIPD Eksploi·.:asl adalah Surat lzin Pertambangan Daerah untuk 
us-aha pertar1bangan de11gan maksud ~ntuk menghasilkan bahan 
galian dan memanf aatkannya. 
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11. SIPD Pengoiahan dan Pemurnian adalah Surat Izin Pertambangan 
Daerah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk 
memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat 
pada bahan galian itu.

12. SIPD Pengangkutan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah 
untuk usaha pemindahan bahan galian hasil 
pengolahan/pemurnian bahan gajian dari wilayah eksplorasi, atau 
tempat pengolahan dan pemurnian;

13. SIPD Penjualan adalah Surat Izin Pertambangan Daerah untuk 
segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan 
pemurnian bahan galian;

14. Surat Izin Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya 
disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan 
Penerapan Mata Air;

15. Si^at Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya 
disingkat SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

16. Surat Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat 
SIFfMA adalah Surat Izin Pengambilan Mata Air;

17. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang 
selanjutnya disingkat SIPPAT adalah Surat Izin Usaha 
Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi 
kewenangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa 
Tengah;

18. Kartu Izin Meledakkan yang selanjutnya disingkat KIM adalah izin 
yang diberikan kepada pemegang SIPD eksploitasi untuk dapat 
melaksanakan peledakan dalam pembongkaran bahan galian;

19. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada 
pemegang S'PD eksploitasi untuk dapat memanfaatkan bangunan
khusus untul: menyimpan bahari peledak;

BAB II
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) . Visi Dinas adalah pengembangan potensi sumber daya mineral
dan energi yang berdaya saing tinggi dengan berwawasan 
lingkungan.

(2) . Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas mempunyai misi:

6 

11. SIPD Pengo:ahan d;1n Pemurnian adalah Surat lzin Pertambangan 
Daerah untuk mernperlir19gi mutu bahan galian serta untuk 
memanfaatkannya dan merriperoleh uns•Jr-unsur yang terdapat 
pada bahan galian itu. · 

12. SIPD Pengangkutan adalah Surat lzin Pertamhangan Daerah 
. untuk usaha pemindahan bahan gahan hasil 
pengolahan/pemurnian bahan g'-·~ian dari wilayah eksplorasi, atau 
ternpat pengolahan dan pemurnian; 

13. SIPD Ponjualan adalah Surat lzin Pertambangan Daerah untuk 
segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan 
pemurnian b3han galian; 

14. Surat lz:n Pemboran dan Penurapan Mata Air yang selanjutnya 
disingkaf SIP adalah Surat lzin Pemboran Air Bawah Tanah dan 
PenJp:apan Mata Air; ~ 

15. S1/at lzin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya 
dislingkat SIPA adalah Surat lzin Pengambilan Air Bawah Tanah; 

16. Sui at l2in Pengamb\lan Mata Air yang selanjutnya disingkat 
SIF MA c:1dalah Surat lzin Pengambilan Mata Air; 

17. Surat lz:11 Usaha .Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang 
salanjutnya di~ingkat SIPPAT adalah Surat lzin Usaha 
Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang menjadi 
kewenangan Dinas Perir.dustrian Dan Perdag&ngan Provinsi Jawa 
Tengah; · 

18. Kartu lzm Meledakkan ya!'lg selanjutnya disingkat KIM adalah izin 
yang diberikan kepada pemegang S1PD eksploitasi untuk dapat 
melaksanakan peledakan d?lam pembongkaran bahan galian; 

19. lzin Gudang Bahan Peledak adalah izin yang diberikan kepada 
pemegang S'PD eksplnltasi untuk dapat memanfaa~kan bangunan 
khtisus untul: menyimpan bahan peledak; 

BAB II 
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN 

P.gsal 2 ; 
~ 

(1). Visi Di,1as adalah pengembangan potensi sumber daya mineral 
dan energi yang berdaya ·saing tinggi dengan berwawa::;an 
lingkungan. 

(2). Gunc melaksanakan visi ~ebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
Dinas rnempunyai -misi : 
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a. meneliti dan mengembangkan potensi bahan tambang, 
geologi, air bawah tanah, energi dan migas dengan 
menerapkan azas konservasi untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat.

b. mengoptimalkan pemanfaatan bahan tarnbang, geologi, air 
bawah tanah, energi dan migas dengan memperluas 
kesemparan kerja dan peluang usaha melalui pemberdayaan 
usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.

c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan 
potensi bahan tambang, geologi, air bawah tanah, energi dan 
migas yang berwawasan lingkungan guna menjamin 
ketersediaan bahan baku dan bahan penunjang untuk industri 
dan konstruksi.

d. meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana 
dalam rar-gka optimalisasi pelayanan.

e. melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang 
berwawasan lingkungan aalam pemanfaatan bahan tambang, 
geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk memperoleh 
ni'ai tambah guna meningkatkan daya saing.

Pasal 3
(1). Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan

adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien, 
efektif, tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya 
mewujudkan usaha pertambangan dan energi yang optimal.

(2). Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan 
adalah untuk mewujudkan pelayanan publik pada Dinas yang
sederhana, transparan, akurat, aman, dapat
dipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan ramah.
(

' BABIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4
Standar Operasional P'osedur Pelayanan Dinas sebagaimana 
*ercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

7 

a. meneliti dan mengembangkan potensi bahan tambang, 
geologi, air bawah tanah, energi dan migas dengan 
menerapkan azas konservasi untuk meningkatkan pelayanan 
kepada rnasyarakat. 

b. mengoptiinalkan pemanfaatan bnhan tarnbang, geologi, air 
bawah tanah, energi dan migc1s dengan memperluas 
kesempa1:an kerja dan peluang usaha melalui pemberdayaan 
usaha kec1l·menengah (UKM) dan koperasi. 

c. meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam per1gelolaan 
potensi bahan tamtang, geologi, air bawah tanah, energi dan 
migas yang berwawasan lingkungan guna menjamin 
ketersedia~.tn bahan baku dan bahan penunjang untuk industri 
dan konstruksi. 

d. mer1,-,qkR.tkan sumb~rdaya manusia dan sarana prasarar:,a 
dalarn rar gka optimalisasi pelayanan. 

e. melaksanakan dan fasilitasi peningkatan teknologi yang 
berwawasan lingkungan aalam per,,anfaatan bahan tambangl 
geologi, air bawah tanah, energi dan migas untuk memperoleh 
ni1ai tambah guna mening'<atkan daya saing. 

Pasal3 
(1 ). Maksud dit&tapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan 

adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efisien, 
efektif, tepat waktu sesusi dengan visi dan misi dalam upaya 
mewujudkan usaha pertambangan dar. energi yang optimal. 

(2). Tujuar. ditetapkannya st~ndar operasional prosedur pelayanan 
adalah untuk mewujudkan pelayanan publik pad~ Dinas yang 
se_p.erhana, transparan, akur~t, amanl dapat 
C"/ipertanggungjawabkan, disiplin, sopan dan ramah. 
( 

l . BAB Ill . . 

1 · STANDAR OPERASIONAL' PROSEDUR PELAYANAN 

Pasal4 

Standar Operasional P'"oeedur Pelayanan Dinas seb:=1gaimana 
.,ercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal5 
Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Gubernur lni. 
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Pasal 6
Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 20 Juli 2006

GAH TAHUN 2006 NOMOR 56
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Pasal6 
Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Ill Peraturan Gubemur ini. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal8 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Diundangkan di Semarang 
padatanggal 20 Juli 2006 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

MARDJIJONO 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 17 Juli 2006 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 

BERITA DAJERAH! PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 56 



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 56 TAHHN 2006 
TANGGAL 17 vuli 2006

3TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

NO JENIS 
PELAYANAN

PERSYARATAN
PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
B''K YA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPAT

PETUGAS__ PELANGGAN

i SIPD i. Salinan ! futo copy aki? pendirian i. Pemohon mengajukan 90 hari . Retribusi SIPD - Kompit- Pengetahuan. Sesuai P P 1. SIPD sudah Dinas Per-
EkspJorasi per"sah?an (PT. CV. Firma. permohonan SIPD eks- dengan sesu?' eksplorasi * *er - Memaha- 30 tahun diterbitkan tambangan

Koper a =4) da.. KTP unnik durasi kepadz Cuberuir knivotujn Perda No I - Kotak rru pe .ge 1980 tetapi tidak Dan Energi
! perorangan; C q. Kepala Dinas. persyaratan 12.2004 saran lolaan Fer tentang ada Provinsi
I 2. Surat Keteranyan Referensi Bank 2. Berkas permohonan sudah sebesar - Ruang tambang- Peraturan kegiatan, Jawa
I Pemerintah; lengkap sesuai persya- lengkap Rp. rapat an Disiplin dapat Tengah Jl
i 3. Peta Situasi Wilayah ratan yang diminta, dila- 100.000,- - Slide - Ilmu tam- PNS dicabut Madukoro
I I Pertambangan skala 1 : 10.000 kukan kajian kelengkap- projector bang dan SIPD nya Blok AA-BBfl untuk luas > 50 Ha dan skala 1 an administrasi dan tek- - GPS geologi 2. Sanksi No. 44 .

J.000 untuk luas s/d 50 Ka; nis permohonan, untuk (Global administris; Semarang
J 4 Rencana kerja eksplorasi, menentukan pormohon Positiont Ketrampilan; d&ta tidak

5. Pernyataan dari tenaga .eknik/ahli an disetujui atau ditolak. n» Teknik sesuaiI pertamoangan be. meterai cukup; 3. Dinas minta Sysiem) pelayana permohonan
i 6. NPWP; rekomendasi kepada - Peta prima tidakI j 7. Surat pernyataan kesanggupan Bupati/Walikota dan dasar diproses.
i memberikan jaminan eksplorasi; Instansi terkait (topogra Sikap ;
i 8. Surat pernyataan telah 4. Rekomendasi keluar, fi) skala - Komunika
i mendirikan Kantor SIPD diterbitkan 1 : tifI Cabang/Perwakihn di Jawa 5, Pemohon dapat me- 25.000 - Empati
i tengah bagipemohon di luar ngar.ibi SIPD disertai dan 1 ; - Kestabilan

Jateng. dengan kewajiban me- 50.000 emosif lunasi retribusi atas izin. - Theodoli - Ketelitian
i te kerja 

Kejujuran
i - Responsif

- Kerjasama

2 SIPD Eksploitasi a. Salinan/foto copy akte 1. Pemohon mengajukan 90 hari Retribusi SIPD Kompu- Pengetahuan: Sesuai P P 1. SIPD sudah Dinas Per-
i pendirian perusahaan (PT, CV, permohonan SIPD eks- dengan sesuai Eksploitasi ter - Memaha- 30 tahun diterbitkan tambangan

* Firma, Koperasi) dan KTP piorasi kepada Guber- ketentuan Perda No. - Kotak mi penge- 1930 tetapi tidak Dan Energi
untuk perorangan; nur cq Kepala Dnasben persyaratan 12/2004 saran lolaan tentang ada kegiat- Provinsi

b. Surat Keterangan Referansi 2. Berkas permohonan. sudah sebesar - Ruang Pertam- Peraturan an,dapat di- Jawa
Bank Pemerintah; lengkap sesuai persya- lengkap Rp- rapat bangan Disiplin cabut SIPD Tengah Jl.

c. Peta Situasi WHayah Per- ratan yang diminta,dila- 100.000,- ■ Slide - Ilmu PNS 2. Sarks. Madukoro
i tambangan skala 1 :10.000; kukan kapan keleng- projector tambang admi- Blok AA-BB

d. Rencana kerja eksploitasi; kapan administrasi dan - Theodofi dan geologi nistrasidata No. 44
teknis permohonan, un- tc tidak sesuai Semarang
tuk menentukan permo- permohonan
honan disetujui atau tidak dipro-
ditolak ses

NO I p~~~!~AN I PERSYARATAN 

I SIPD -~<::atin:n~l>lo-c:~y-:;~ pen~inan 

2 

E~sp!or11si I '· ~e~ -~al'::-;in (F 1. SV. F1rma. 
I Kopera:.i> d.,,, KTP un•<J~ 

perorangan; 

SIPC' Eksploitasi 

• 

2. Stxat Keteran1;1an Referensi Bank 
Pemerintah; 

3. Peta Situasi Wilayah 
Pertambangan skala 1 : 10.000 
untuk luas > 50 Ha dan skala 
: 1.000 untuk luas s/d 50 Ha; 

• Re:,icana "erja elrsµorasi A 

5. PM1YStaan dari tenag.i .ek:111c.,'ahli 
pertamoangan bi;, meterai cukup; 

6. NPWP; 
7. Slrat pemyataan kesanggupan 

memberikan jaminar, ek:;plorasi : 
8. Sl.l'llt pem'Jata~n tetah 

mendirikan Kantor 
Cabang/PefWakil:m di Jawa 
tengah bagipemohon di iJar 
Jateng. 

a. Salinan I foto copy akte 
pendirian perusahaan (PT, CV, 
Firma, Koperasi) dan KTP 
untuk peron-ngan; 

b. Si.;rat Ketera:"192n Refer<>nsi 
Bank Pemerintah; 

C. Peta Situasi Wiayah Per-
tambangan skala 1 : 10.000; 

d. Rencana kerja 4'ksploilcisi; 

LAMPIRAN I 
PERATURAN GU~E~?-lR JAWA TENGAH 
NOMOR S6 .,_A_ • .J1-l 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1-'ELAYANAN 
DINA$ PERTAMBANGAN DAN f:NERGI PROVINSI JAWA TENGAH 

I 

PROSEDUR WAKTU SA~KOMPE- SANKS! 
TEMPAT 

- PELAYANA~---+ ~~~~~~A~T~-~,~~: __ ~:~~~K- -~~s;~R~i:~_s_..._f_PE!'U3AS_ I PELA,NGGAN 

i. F'emohon m'!ngajukan I 90 hari . Retrbusi I SIPD - Kompu- I ;::,engeluhuan: I Sesuai PP 1. SIPD Slldah 
permot,onan S1!"'0 e!:s- : dengari , sesu?i "ksplorai.i · •er Memaha- 30 tahun diterbitkan 
•~:...,rasi kep .. d2 (,._iber.,ur k•·•t:1111 ... 111 : Pe;da No i-(otak rrn pe. :ge- 1980 tetapi tidak 

Dinas Per­
tambangan 
Dan Energi 
Provinsi 
Ja.va 
Tengah JI 
Madukoro 
Blok AA-BB 
No.44 . 
Semarang 

Cq.Kepala Dinas. persyaratan 1:;:,"2004 saran lolaan F' .;r tentang ada 
2. Berkas permohonan suri,ih sebesar Ruang tambang- Peraturan kegiatan, 

lengkap sesuai persya: lengkap Rp. rapat an Disiplin dapat 
ratan yang diminta, dila- 100.000,- Slide Hmu tam- PNS dicabut 
kukan kajian kelengkap- projector bang dan SIPD nya 
an ad•ninistrasi dan tek- GPS geologi 2. Sanksi 
nis permohonan, untuk (Global administr1s; 
menentukan J)-!rmohon Positiol"II Ketrampilan- dt.ta tidak 
an d't:setujui atau ditotak. r,1, - Tekni!; sesuai 

3. Dinas mi~ta Sys1em) pelay'.lna : permoho nan 
rekomen:lasi kepaJa . 
Bupatit\Nallkota dan 
lnstansi terkait 

4. Rckomendasi keluar, 
SIPD dterbitkan. 

5. P-.mohofl dapat me--
.I 

ng8,,lbil SIPO disertai 
den~ kewajiban ITit:· 

lunasi rebi>usi atas izin. -

1. Pemohon mengajukan 90 hari Retrousi SIPD -
permohonan SIPD eks- dengan sesuai Eksploitasi 
plora&i kepada Gober- ketentuan PerdaNo_ . 
OOf cq Kepala Dnasben persyaratan 12/2004 

2. Berkas permohonan. sudah sebesar -
lengkap sesuai persya- lengkap Rp. 
ratan yang diminta,dila- 100.000,- -
kukan kajian keleng-
kapan administrasi dan . 
teknis permohonan, uo-
tuk menentukan permo-
honan disetujul atau 
ditolak 

Peta prima 
dasar 

, 

(topogra Sikap. 
fl) sl,;ala . Komunika 
1 : tif 
25.000 . l:mpall 
dan 1: . Kestabibn 
5(1,000 emosi 
Theoctoli - Ketditian 
te kerja 

Kejujor:m 
- ~esponsif 
- Kerjasama 

Kompu- Pengetahuan: 
ter - Mem3ha-
Kotak mipenge-
saran lolaan 
Ruang Pertam-
rapat bangan 
Slide - llmu 
projectcr tambang 
Theodo& dangeologi 
tc 

I 
SesuaiPP 1. 
30 tahun 
19~0 
tentang 
Peraturan 
Disiplin 
PNS 2. 

. 

tidak 
diproses. 

. 
SIPDsuda 
diterbitkan 
tetapi tidak 

h Dinas Per­
tamt>angan 
Dan Energi 
Provnei 
Jawa 
Tengah JI. 
Madukoro 
Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 

ada kegiat· 
an,dapat di-
cabut SIPD 
Sar.ks. 
admi-
nistrasi data 
tidak sesuai 

nan permoho 
lidak dipro-
ses 



NO JENIS 
PELAYANAN

PERSYARATAN

e. Pernyataan dari tenaga teknik/ 
ahli pertambangan bermeterai 
cukup;

t NPWP;
9 Surat pernyataan kesanggupan 

memberikan jaminan rekla­
masi;

h

i.

WasH study eksplorasi dan 
atau studi keiayakan;
Dokumen UKL-UPL dan/atau 
AMDAL:

j- Sura: pe, nyataan telah men­
dirikan Kantor C a tang/
Perwakilan di Jawa Tengah 
bagi pemohon di luar Jateng.

3 SIPD a. Salinan / foto copy akte
Pengolahan/ pendkian perusahaan (PT,
Pemurnian

b.

CV. Fa, Koperasi ) dan KTP 
untu perorangan,
b. Surat Keterangan Refe­
rensi Bank Pemerintah;

c Peta Situasi Wilayah Per­
tambangan skala 1 :10 000;

d. Rencan kerja Pengolahan/ 
Pemurnian;

e. Pernyataan dari tenaga tekrk/ 
ahi pertambangan bermeterai 
cukup;

r. NPWP;
g- Surat perjanjian kerjasama 

dengan pemegang SIPD 
eksploitasi;

h.

i.

j.

Dokumen UKI-UPL dan/atau 
AMDAL;
Surat pernyataan telah men­
cirikan Kantor Cabang/
Perwakilan di Jawa tengah 
bagipemohon di luar Jateng;
Izin berdasarkan UU
Gangguan

4 Pembuatan Persyaratan pengajuan:
Kartu Ijin a. Surat permohonan dari
Meledakkan. perusahaan.
(KJM) b. Foto copy Surat ijin

Pertambangan yang masih 
beriaku.

PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

3. Distamben minta
rekomendasi kepada 
Bupati/Waikota dan
Instansi terkait

4. Rekomendasi keluar,
SIPD diterbitkan.

5. Pemohon dapat
mengambil SIPD
dfoertai dengan
kewajiban melunasi
retribusi e t-., izin.

1. Pemohon mengaju-kan 90 hari Retrib'isi SIPD
permohonan SIPD dengan sesuai Pengolah-
eksplorasi kepada ketentuan Perda No. an/Pemuii<
Gubernur Cq. Kepala persyaratan 12 /2004 ian

| Dnas. sudah seh‘isar
2. Berkas permohonan

lengkap sesuai per­
syaratan yang diminta, 
diakukan kajian ke­
lengkapan admmis-trasi 
dan teknis per­
mohonan, untuk me­
nentukan permohon an 
disetujui atau ditolak.

3. Distamben m'nta
rekomendasi kepada 
Bupati/Walikota dan
Instansi terkait

4. Rekomendasi keluar,
SIPD diterbitkan.

5. Pemohon dapat
mengambil SIPD
disertai dengan
kewajiban melunasi
retribusi atas izin.

lengkap Rp. 
tno.ooo,-

1. Baru 5 hari de- Retribusi Kartu ljn i
a. Permohonan diajukan ngan ke- sesuai Meledakan

paling lambat 6 
(enam) bulan setelah

tentuan Perda No. . (KIM)
persyaratan 12/2004

sertifikat juru ledak sudah sebesar
diterbitkan.

b. Apabila lebih dari 6 
(enam) bulan setelah

lengkap Rp.
100.000,-

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE- 
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPATPETUGAS PELANGGAN

GPS KetrampHan:
(Global Teknik
Positio- pelayana
ning prima

Sikap: XPeta
dasar - Komunikatif
(topogra - Empati
G) sk=Ma KestaHar.
1 : emosi
25.000 - Ketelitian
dan t : kerja
50.000 - Kejujuran

- Responsif
- Kerja sama

Komput Pengetahuan: Sesuai PP 1. SIPD sudah Dinas Per-
er - Memahami 30 tahun diterbitkan tambangan
Kotak pengelola- 1980 tetapi tidak Dan Energi
saran an Pertam- tentang ada kegiat- Provinsi
Ruang bangan Perataran an dapat Jawa
rapat - Ilmu fam- D’Stptin dicabut Tengah Jl,
Slide bang dan PNS SIPDnya Madukoro
projector geologi 2. Sanksi Blok AA-BB
GPS administrasi No. 44
(Global Ketr^mpitan: data tidak Semarang
Positio ni Teknik sesuai
ng pelayana permoho-
System) prima nan tidak
Peta 
dasar Sikap :

diproses.

(topogra -Komunikatif
fi) skala -Empati
1 : -Kestab'lan
25,000 emosi
dan 1 : -Ketelitian
50.000 kerja

- Kejujuran
- Respon-sif
- Kerjasa ma

Ruang Pengetahuan: Sesuai PP Sanksi Dinas Per-
rapat - Memahami 30 tahun administrasi tambangan
Komput pengelola- 1980 data tidak Dan Energi
er an Pertam- tentang sesuai
Kotak 
saran

bangsn 
- Ilmu tam-

Penturan 
Disiplin

permohonan 
tidak diproses. Jawa Dinas

bang dan PNS Tengah Jl.
geologi Madukoro

I , • 

' WAKTU SARANA KOMPE- SANKS! I 
JENIS PROSEDUR 

NO PELAVANAN 
PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAt BIAVA PRODUK PRASARA TENSI 

PETU3AS PEl.ANGGAN 
TEMPAT 

AN NA PETUGAS 

, 

e. Pernyatcan dari tenaga teknik/ 3. Distamben minta . GPS Ketrampilan: 
ahU pertambangan bermetert11 rekomendasi kepada (Global Teknik 
cu":up; Bupati/Walkota· dan Positio• pelayana 

f. NPWP; lnstansi terkait ning priJT.a 
g. SUrat pemyataan kesanggupan 4. Rekomendasi keluar, SY$•,r~ / ............ 

memberikan jaminan rekla- SIPD diterbitkan. . Peta I Sikap: \ 
masi; 5. Pemohon dapat dasar • Komuniki:tif 

' h Ka~ s1\!lfy eJrspb~i dan me~ambil S.IPD (topogra • Empati 

I I 
atau stu6i keiayakan; <if,e,tai dencan I I :;) sk,.la ;{est.ti.>;iar; 

t. Dokumen UKL-UPL dan/atau k:!Wajiban melur.asi l 1 : emosi 
I A,"1DAL: rctnousi z:tc~ i7ir.. 25.000 . Ketelitian 

i 
j. Suri:'. pe,,1yataan telah men- dan t: kerja 

dirikan Kantor Cal:3ng{ 50.000 - Kejujuran 
?el"Wl'"ilan di Jawa Tengah - Responsif 
bagl pemohon ci luar Jateng. - Kerjasama 

3 SIPD a. Salinan I Joto copy akte 1. Pemohon mengaju-kan 90hari Retrit"1si SIPD - Komput Pengetahuan: Sea.iaiPP 1. SIPDsudah Oinas Per-
Pengolehanl pendirian perusahaan (PT, permohonan SIPD dengan sesuai Pengolah- er . Memat-ami 30tahun diterbitkan tamballgan 
Pemumian CV, Fa, Koperasi ) dan KTP eksplofasi kepada ketent-.:ln Perda NI')_ an/Pemu,., . Kotak pengelole- 1980 tetapi tidak Dan Energi 

:n1u ~orangan, Gubemur Cq.Kepala persyaratan 1212004 ian saran an Pertam- tentang ada kegi'lt- Provinsi I b. b. Stn1 Keten,ngan Re~e:- 1 Dna'S. sudah s~t><>sar - Ruang ~angan Perauan an dapat Jawa 
rensi &ank Pemerintah; 2. Berkas permohonan lengka.p Rp. rapat . llmut11m. D:si;Jtin dlcabut TengahJI. 

C Peta Situasi Wilayah Pet- lt .. ,,;,ap sesuai per- rno.ooo,- . Slide bangdan PNS SIPDnya Madukoro 
tambangan skala 1 : 10.000; syaratan yang dlminla, projector geologi 2. Sanksl Blok AA-BB 

d. Rencan kerja Pengolahanl dilalrukan kajian ke- - GPS - adminis1resi No. -44 
Penunian; lengkapan adm1nis-trasi (Global Ketr':'mpilan: datatidak Semarang 

e. Pemyataan dari tenaga tekr'kl dan teknis per- Positioni Teknik S8$Uli 

ahl i;ertamb'tngan bermeterai mohonan, unl\Jk me- pelayana permoho-
. 

ng 
cukup; neitukan ~rmohon an System) pri.,,a nantidak 

,. NPWP; disetujui atau ditolak. - Peta diproses. 
g. Surat perjanjian kerjia:sama l. Diatamben minta dasar Sikap: 

dengan pemegang SIPD rekomendasi kepada (topogra -Kc.munikatif I 

eksploitasi; t3upatiM'alilcota dan fi) skala -Empati 
h. Do:.Umen UKI .-UPL danlatau lnstansi terkait 1 : • Kestabilan 

AMDAL; · 4. Relromendasi kem, aoo.:> e1nosi 
i. Surat pemyataan telah men- SIPD diterbitkan. can 1: -Ketelitian 

dribn Kantor Cabangl 5. Pemohon dapat 50.000 kerja 
Perwakilan di Jawa tengah mengambll SIPD • Keji.;juran 
bagipemohon di luar Jateng; disertai deng.tfl - Respon-sif 

j. lzin berdasarkan uu kewajiban mek.nasi -Kerjasa ma 

I Gangguan retri>usi atas izm. 

4 Pembuatan Persyaratan pengajuan : 1. 8aru 5 hari de- Retibusi Kam: lju, - Ruang Pengetahuari: S8SIA"PP Sa"lksi DinasPer-
Karlllljin a. Sunrt p&rrnohonan darl a. Perm'lhonan diajl•kan ng!'O ke- sesuai Meledakan rapat . Memahami 30tahon administrasi tamban~ 
Meledakkan. rarusahaan. ling lambat 6 tentuan Perda No. . (KIM) - Komput pengelola- 1980 datatidak Dan En«gi 
(KIM) b. oto copy Sta-at ijln r:nam) butan setelah persyaratan 12/2004 er an Pertam- tentang sesuai Provinsi 

Pemtmbangan yang maSl'h sertifikat juru ledak sudah $8besar . Kotak bange.n Penturar. permohonan 
Jaws Oinas 

berlaku. diterbitkan. lengkap Rp. saran . llmu tam- Disiplin tidak diproses. 
b. Apabila lebih dati 6 100.000,- bang dan PNS Tengah JI. 

(enam) bulan setelah geologi Madukoro 

I 



NO JENIS 
PELAYANAN

f

l
3

• Pembuatatatan 
; ' w Gudang
! Bahan Peledak

PERSYARATAN PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAtA

1

PRODUK
SARANA 

PRASARA 
NA

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPATPETUGAS PELANGGAN

c. Foto Copy sertifikat juru ledak.
d. Past Foto 2 (dua) lembar 

ukuran 2x3
e. Pernyataan dari tenaga teknik/ 

ahfi pertambangan bermeterai 
cukup;

■

sertifikat juru ledak 
diterbitkan, permohon-* 
an KIM baru diajukan 
maka yang bersang­
kutan harus mengikud 
ujian penyegaran ten­
tang keselamatan
penanganan bahan
pe ledek.

c. Permohonan diterima 
diterbitkan Ka<tu Ijin 
Meiedak2n ^KIM).

" d. Pemohon d 'pdl m- 
ngambd kartu KIM 
disertai dengan kewa­
jiban melunasi retri­
busi.

2. Perpanjangan.
a. Permohonan diusul­

kan paling lambat 1 
(satu) bJan sebelum 
masa i>.?Ms berlaku­
nya KIM.

b. Dalam mengajukan
perpanjangan KJM di- 
monon harus me­
ngembalikan KIM
aslinya.

c. Pengajuan perpan­
jangan KIM yang lewat 
6 (enam) buian sete­
lah habis masa berla­
kunya pemohon harus 
mengikuti ujian penye­
garan.

d. Ujian penyegaran’
dilakukan oleh pelak­
sana inspeksi tam­
bang PIT atau
persetujuan KAPIT

e. Permohonan diterima 
diterbitkan Kartu Ijin 
Meledakan. (KIM).

f. Pemohon dapat me-
ngambS kartu KIM 
disertai kewajiban
melunasi retribusi

Memahami 
-jenis-jenis 
baiian 
peledak

Ketrampian:
- Teknik 

peiayana 
prime

Sikap:
- Komunika­

tif
- Empab
- Kestabilan 

emosi
- Ketelitian 

kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

•

Blok AA-BB 
No. 44 
Semarang

t

Persyaratan pengajuan: 1. Peninjauan lokasi untuk 5 hari dengan Retribusi Surat Ijin - Komput Pengetahuan: 1.SIPD sudah Dinas Per-
a. Surat permohonan dari menentukan loka» ketentuan sesuai Gudang er - Memahami dMerbftkan tambangan

perusahaan. gudang bahan peledak persyaratan Perda No. Bahan - Kotak pengelola- tetapi tidak Dan Energi
b. Foto copy Surat ijin 

Pertambangan yang masih 
bedaku.

oleh PIT
2. Mengisi berita acara 

penentuan lokasi gudanr

sudah 
lengkap

12/2004 
sebesar

Peledak saran
- Ruang 

rapat

an Pertam­
bangan

ada kegiat­
an,dapat 
cficabut 
SIPDnya

Prcviisi 
Jawa

5

NO 

I 

5 

! 
! 

JENIS 
PELAYANAN 

-

Pembuatalatan 
'l_iinGudang 
I Bahan Peledak 
l 

l 
' 

' 

PERSYARATAN 

c. Foto Copy sertilikat µu ledak. 
d. Past Folo 2 (dua) lembar 

u11Ufan2x3 
e. Pemyalaan clari tenaga teknik/ 

ahl ~ bermeterai 
(U[III): 

Persyaatan pengajuan : 
a. St.at pennohaoan dari 

perusahaan. 
b. Futo copy Swat ijin 

Pertambanganyangmasih 
beflaku. 

I 
I 

I 

l 
' 

I 
i 

PROSEDUR 
PELAYANAN 

sertffikat juru leclak 
diterbilkan, permohon-~ 
an KIM baru diajukan 
maka yang beraang­
kutan harus mengikud 
ujian penyegaran ten­
tang keselamatan 
penanga,ian bahan 
pelt.:de!t. 

c. Permohon .. n c.iilt:rimti 
diterbitk"'l K&, tu ljin 
Metedake, tr<IM). 

.,. j_ Pemohon ~~pc.,~ m:;. 
ngambtl kartu KIM 
diserta1 dengan kewa-
jiban melunasi retri-
busi. 

2. Perpanjangan. 
a. Permohonan diusul· 

hn paling lambat 1 
(sat11) b:Aan set:~lum 
masa 11?.'lis berlaku-
nyaKIM. 

b. Dalam mengajukan 
perpanjangan KIM di-
monon harus me-
ngembaNlu>n KIM 
aslinya. 

c. Pengajuan perpan-
jantr.m KIM yang lewat 
6 (enam) bulan sete-
lat, t-ablS masa ber1a-
kJrrya pel'Tlohon harus I 
mengikuti ujian r-enye-
garan. 

d. Ujicin per.yegar<!n· 
dilalwkan oleh pelak-
sana ilspeksi tam• 
bang PIT atau 
persetujuan KAPIT 

e. Pennohonan diterima 
diterbitkan Kartu ljin 
Meledakan. (KIM). 

f. Pemohon depat me-
:igambil kartu KIM 
disertai kewajiban 
melunasl retribusi 

1. Peninjauan lokasi untuk 
menentukan tokasi 
gudang bahan peledak 
oleh PIT 

2. Mengisi befita acara 
penentuan lokasi guda:i,: 

W,\KTU 
PENYELESAI 

AN 

Sharidenga11 
ketentuan 
persyaratan 
sudah 
lengkap 

BIArA 

I 
I 
I 

Retribusi 
sesuai 
Perda No. 
12/2004 
sebesar 

PRODUK 

I 

·su--at lji.i . 
Gudang 
Bahan . 
Peledak 

-

SARANA 
PRASP~ 

NA 

Komput 
er 
Kotak 
saran 
Ruang 
rapat 

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS 

• Memahami 
-jen&-jenis 
bahan 
peledak 

Ketrampian: 
Teknik 
pelayania 

, prime 

I sn~ap: 
- Kom,.,,ika-

u 
i : Empab 

" Kestabilan 
emosi 

- Ketelitian 
kerja 

. KejujUfan 
- Responsif 
- Kerjasama 

I 
• 

Pengetahuan: 
. Memahami 

pengelola-
an Pertam-
bangan 

SANKS! 

PEn..&S PELANGGAN 

I 

1. SIPD StJdah 
dteJbitkan 
telapitldak 
ada kegiat-
an,dapat 
dicabut 
SIPDnya 

I 

TEMPAT 

Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 

OinasPer-
tambangan 
Dan Energi 
Provinsi 
Jawa 

I 
I 

' 



NO JENIS
PELAYANAN

*
FZRSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPa r

PETUGAS PELANGGAN

c. Foto Copy persetujuan bahan peledak. Rp. - GPS - Ilmu tam- Sesuat 8. Sanksi Tengah Jl.
■ pengangkatan kepala teknik 3. KAPIT memberikan per- 100.000,- (Global bang dan PP 30 administra Madukoro

tambang. setujuan pembangunan Positioni geologi tahun si data Blok AA-BB
d. Peta situasi gudang bahan gudang bahan peledak ng - Memahami 1980 tidak No. 44

peledak dengan skala 1 : 5000 4. Setelah gudang bahan System) jenis-jenis Semarang
permohorfrie. gambar konstruksi gudang peledak selesai dbangun - Peta bahan Peratura

bahan peledak skala 1 : 100 perusahaan membuat dasar peledak n Disiplin n tidak ‘
strat permohonan (topogra PNS diproses
pemeriksaan kondis: fisik fi) ckala Ketr&mptl-an
gudang bahan peledak. 1 : - Teknik

5 Pens^auan lokasi untuk 25.000 pelayanan
p 3rter”<s<ian fisik gudang 
bahan peledak deh PIT.

Jan 1 prima

6. KAPIT menerbitkan izin Sikap:
gudang bahan peledak. - Komunika-

7. Pemohon dapat me tif
ngambU sirat izin disertai - Empati
dengan kewajiban - Kestabilan
melunasi retribusi emosi

- KeteliJan 
kerja

- Kejujuran
* - Responsif

- Kerjasama

6 Rekomendasi Persyaratan pengajuan: 1. Pemohon menga- 5 (lima) hari Retribusi Surat Ijin Komptrte Pengetahuan: Sesuai 1. Surat ijin Dinas Per-
Pembelian dan a. Surat permohonan dari jukan permohonan dengan sesuai Pembelian r - Memahami PP 30 sudah tambangan
Penggunaan perusahaan. » pembefan dan Ketentuan Perda No. dan - Kalkiriato pengelola- tahun diterbitkan Dan Energi
Bahan Pelsdak. b. Foto copy Surat ijin Pertam- penggunaan bahan persyaratan 12/2004 Pengguna- r an Pertam- 1980 tetapi tidak Provinsi

bangan yang masih bedaku. peledak kepada lengkap. sebesar an Bahan - Kotak bangan tentang ada kegiatan, uawa
c Foto Cop« persetujuan Gubernur Cq.Kepala Rp. Peledak saran - Ilmu tam- Pe"itura dapat dicabut Tengah Jl.

pengangkatan kepala teknik Drms. 100.000,- - Ruang bang dan n Disiplw. surat ijinnya Madukoro
tambang. 2. Berkas permohonan rapat geologi PNS 2. Sanksi Blok AA-BB

d. Foto Copy KIM lengkap sesuai administrasi No. 44
e. Surat pernyataan penggunaan persyaratan yang Ketrampiiuri. data tidak Semarang

akhir bahan peledak dfeninta, Distamben Teknik sesuai
f. Rencana pengunaan bahan mengeluarkan surat pelayana permohonan

peledak untuk 6 (enam) bulan. rekomendasi. prima tidak diproses
3. Pemohor» dapat me-

ngambi. Surat gin Sikap:
rekomendasi peut » - Komunika-
befian dan pengu - tif
nasn bahan peledgk. - Empati
cfeertai dengan - Kestabilan
kewajtan melunasi emosi
retribusi - Ketelitian 

kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

• . ' .. • 
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NO PELAYANAN F:RSYARATAN PEI.AYAH.AN PENYELESAI BIAYA PRODUK PRASARA TENS! [f PEJLGIIS PELANGGAN TEMPAr 

AN NA PETUGAS 

6 Rekomendasi 

I Pembelian dan 
i-'enggunaan I Bahan Pel3dak. 

I 

I" 
I 

C. 

d. 

e. 

Foto Copy persetuj11an 
pengangkatan kepala teknik 
b>mbang. 
Peta si'..1,1~si gudang bahan · 
peledak dengan skala 1 : 5000 
gambar kOJ1Struksi gudang 
bahan pel.,dak skala 1 : 100 

Persyaratan penpajuan: 
a. SUl'at permohonan dari 

perusahaan. 
b. Foto copy Surat ijin t-'ertam• 

bangan yang m~h ber1aku. 
c Foto Cop-• persetujuan 

pengangkatan kepala teknik 
tambang. 

ci. Foto Coi,,yKIM 
e. Surat pemyataan penggunaan 

akhir bahan peledak 
f. Rencana pengunaan bahan 

peledak untuk 6 (enam) bulan. 

bahan peledak. 
3. KAPIT memberikan per­

selLljuan .,embangunan 
IJ.ldang bahan peledak 

4. Setelah ~ bahan 
peledak selesai dbangun 
perusahaan m .. ~~uat 
si.nt pennohonan 

I =~=~~:k 
, ~ Peri. ,1awn lokasi untuk 

f- ~r:-:eril(s...an fisik gudang 

l i:>ahan peledak ole~ PIT. 
6. KAPIT meuerbitkan izin 

gudang bahan peledak. 
7. Pemohon dapat me 

1. 

2. 

3. 

ngambi swat izin cisertai 
dengan kewajiban 
melunasi relriJusi 

Pemohon menga-
jukan permohonan 
pembelila, dan 
~ bahan 
petertak' kepada 
Gtmemir Cq.Kepala 
Dn>s 
Eerkas pennohonan 
~ sesual 
persyanan yang 
clminta. Oiltunben 
mengembn surat 
retunllelldaei. 
Pemohv.l dapat me­
ngambi. &nt ijin 
relcomential!I pe,,1 
beian clan pengu -
na&n bahan peledfk. ...,.rtai dengan 
kewajial melunasl 
retrilurii 

5 (Ima) harl 
dengan 
Ketentuan 
peJSyaratan 
lengkap. 

Rp. 
100.000,-

Retribusi 
sesuai 
Perda No. 
1ll"l004 
sebesar 
Rp. 
100.000,-

Surat ljin 
Pembelian 
dan 
Pen~guna­
an Bahan 
Peledak 

- GPS 
(Global 
Positioni 
og 
System) 
Peta 
dasar 
(topog,a 
fi) ckalai 
1 : 
25.000 
.jan 1 

Kompute 
r 

· Kalkulato 
r 

• Kola'< 
saran 

• Ruang 
rapat 

- Umu t;ll'l'l­
bang dan 
geologi 

Sesuai 8. Sanksi 
PP 30 administra 
taliun si data 
1980 tida~. - ~emahami 

jenis-jenis 
bahan 
peledak 

tentang ,-1. __ _,~c;.:~suai-...,___ 

I 
~~:~~: ,I ~~=o~ 
PNS diproses 

1 Ketu.mp1hm · 

• Teknik ,1' 

pelayanan 
prima 

Sikap: 
- Komunika­

tif 
- Empati 

I 

• Kestabian 
'!tRosi 

- Ketefi,ian I 
kerja 

- Kejujuran 
- Responsif 
• Kerjasama 

Pengetahcan: 
- Memahami 

pengelola­
an Pertam­
bangan 

- llmutam­
bang dan 
g1;,ologi 

Ketrampii.on. 
Teknik 
pelayana 
prima 

Slkap: 
• Komunika­

tif 

- =mpati I 
- Kestabilan 

emosi 
- Ketelitian 

kefja 
- Kejujuran 
• Responsif 
- Kerjasama 

Sesuai 
PP30 
tahun 
198(J 
tentD'lg 
Pe·1tura 
n Disiplie, 
PNS 

1. Stxat i;l'l 
sudah 
diterbitkan 
tetapl tict»k 
ada keglatan, 
dapat dlcabut 
surat i;irmya 

2.Sanksi 
administrasi 
data i.idak 
8e$Uai 
permohonan 
tidak diproses 

Tengah JI. 
Madukoro 
Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 

Dina~ Per• 
tambangan 
Dan Energi 
Provinsi 
..,awa 
Tengah JI. 
Mactukoro 
BlokAA-P.B 
No.44 
Semarang 



JEMS PROSED'JR WAKTU SARANA KOMPE— SANKSI
no PELAYANAN PERSYARATAN PELAYANAN PENYfi’IESN BIAYA PRODUK PRASARA TENS! m PELANGGAN TEMPAT

- r1 NA PETUGAS

7 Persetujuan Persyar‘anpengajuan: 1'. Perusahaan menga— 5 (lima) hari Retribusl Surat ljln - Kompute Pengetahuan: Sesuai 1. Surat izin Dinas Per—
Pengangkatan a. Surat permohonan dafi jukan permohonan dengan sesuai Pengangkat I - Memahami PP 30 sudah tambangan
Kepala teknik pemsahaan. pengangkatan kepala ketentuan Perda No. an Kepala - Kotak pengelolaa lah'm diterbitkan Dan Energi
tambang. b. Foto copy pengangkatan kepala teknik tambang. persyaratan 12 [2004 teknik saran n 1980 tetapi tidak Provinsi

teknik tambang. 31...: \\ kepada Gubernur lengkap. sebesar tambang. - Ruang Pertamban tentang ada kegiatan. Jawa
pemsahaan \quKepalaDinas. Rp. rapat gan Peratura dapat dcabut Tengah JI.

c. Foto Copy surat ijin 2. ‘Berkas permohonan 100000.— - llmu n Disiplin matizinnya Madukoro
pertamtanqan. lengkap sesuai

I
tambang ‘ PMS. 2. Sanksi Bluk AA—BE

d. Foto copy ljssah. persyarafan . yang dan administrdsi No.44
e. Foto copy sertifikat kepala teknlk diminta. Distamben geologi l data tidak Semarang

tambang / keselamatan kerja menerbitkan Surat izin ! sesuai
pertambangan pengangxatan kepala KQtrals¥p;'ar" permnhonae:‘ f. pengalaman kena leknik tambang. - Teknlk fidak

3. Pem‘ohon dapat pelayana diproses
mengambii, surat izln prima
pengangkatan kepala .

teknik tambang, Sikap :

disertai dengan — Komunlkati
kewajiban melunasi f
retn‘wsi — Empati

— Kestabilan
emosi

- Ketelitian
kefla

- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

8 ABT: 1. Proposalyang berisi maksud 1. Demohon mengaju— 90hari Re’m'busi Surat ijin - Kompute Pengelahuan: Sewai 1. Surat izin Dinas Per—
- lzin Eksplorasi dan 'ujuan, rencana kerja ; Ran pennohon'an ijin dengan sesual eksplorasi r - Memahami PP 30 sudah tambangan

2. Peta Topografi -«ala 1 :50.000 eksplorasi AB" kepa~ ketentuan Perda No. air bawah - Kalkulato pengelola- tahun diterbitkan Dan Energi
yang mencantumkan rencana da Gutemur Cq. KP- persyaratau 6/2002 tanah. r an Pertam— 1980 tetapl tidak Provhsl
eksplorasi; gala Dinas lengkap sebesar - Kotak bangan tentang ada kegiatan. Jawa

3. Daltar TenagaAhli; 2. Distamben melakukan Rp. saran - llmu tam- Peratura dapatdcabu‘. Tengah Jl.
4. Sahan atau foto copy SIPPAT. kajian kelengkapan 1.000 000, - Ruang . bang dan n Disiptin swat izinnya Madukoro

STIB dan SUB yang sah apabib administiasi dan tek- - rapat geologi PNS. 2. Sanksi Blok AA—BB
akan melakukan pemboran nis permohonan. - Slide administrasi No. 44
eksplorasi; 3. Distamben meminta projector Ketrampian: datatidak Semarangrekomendasi kepada - GPS - Teknik miBwathlali kota dan (Global pelayanan permohonan

instansi terkail tentang Positioni prima tidak
rencana . eksplorasi ng diproses
ACT; fl 7A7 ##ii— System) Sikap : ,

. 4. Atas kajian dan — Dip — Komunika-
rekomendasi, Sub Meter tif
Dims I”engusahaan « Segel - Empati
Patambangan menyi— - fang — Kestabilan
apkan konsep surat Segel emosi
ijin atau penolakan - Ketelifi-an
permohonandan dia- kerja

NO 

7 

I I 

I ! 
' I 

• 

8 
( 

I 

' . 

JEN!S 
PELAYANAN 

Persetujuan 
Pengangkatan 
Kepala teknik 
tambang. 

. 

ABT : 
• lzin Eksplor3Si 

• 

I 

I 

I 

PERSYARATAN 

Persyar-•3n pengajuan : 
a. Surat permohonan 

1. 
dari 

perusahaan. 
b. Foto copy 1-'engangkatan 

teknik tambang-. --~ 
kepala ~· / ..... , .... , 1 

perusahaan 
c. Foto Copy surat ijin 2. 

pertaMt anqan. 
d. Foto co:>)' lj~h. 
e. Foto copy sertifikat kepala teknik 

tambang I keselamatan kerja 
pertambangan. 

f. pengalaman kerja 

13. 

1. Proposal yang berisi maksud 1. 
cl•m tujuan, rencar.a kerja ; 

2. Peta Topografi _,<ala 1 : 50.000 
yang mencantumkan rencana 
eksplorasi ; 

3. Daftar Tenaga Ahli: 2. 
4. Sainan atau foto copy SIPPAT, 

STIB dan SIJB yany sah apabila 
akan melakukan pemboran 
e~si; 3. 

4. 

PROSED:JR 
PELAYANAN 

Perusahaan menga-
jukan permohonan 
pengangkatan kepala 
teknik tambang. 
kepa~a Gubernur 

_ Cq,Kepala Dinas. 
'Berkas permohonan 
:engk<tp sesuai 
persf'lra~a,1 ya,I9 
diminta, Disfamben 
menerbitkan "lirat izin 
pengangi<atan kepala 
!eknik tambang . 
Pemohon tlapat 
mengambii, surat izin 
pengangkatan kepala 
teknik tambang, 
disertai dengan 
kewajiban melunasi 
retribusi 

-

Demohon mengaju-
'tan permohom,n ijin 
eksplorasi ABT kepa-
da Gutemur Cq. KP-
;iala Dinas 
Distamben melakukan 
kajian kelengkapan 
adminisl.-asi clan tek-
nis permohonan. 
Distamben meminta 
rekonendasi kepacla 
BupatilWali kota clan 
instansi terkait tentang 
rencana . eksplorasi 
ACT; 
Atas kajan clan 
rekomendasi, S1Jb 
Dinas Pengu~ahaan 
Pertambangan menyi-
apitan konsep surat 
ijin atau penolaka11 
permohonan dan dia-

WAKTU 
PENYELESAI 

AN 

5 (lima) hari 
dengan 
ketentuan 
pe:-syaratan 
lengkap. 

-

90 hari 
df'>ngan 
ketentuan 
persyarata.1 
lengkap 

BIAYA PRODUK 

Retribusi Surat ljin 
sesuai Penganakat 
Perda No. an Kepala 
12 /2!'04 teknik 
sebesar tambang. 
Rp. 
•00.000,-

Retribusi Surat ijin 
sesuai- eksplorasi 
Pt:rda No. air t:,wah 
6/2002 tanah. 
sebesar 
Rp. 
1.000 000, 
-

I 

-

-

I : 
. 

. 

. 

. 

-

SARANI'. 
PRASARA 

NA 

Kompute 

Kotak 
saran 
Ruang 
rapat 

Ko;npute 
r 
Kalkulato 
r 
fZotak 
saran 
Ruang _ 
rapat 
Slide 
projector 
GPS 
(Global 
Positioni 
ng 
System) 
Dip 
Meter 
Segel 
fang 
Segel 

KOMPE-
TENS! 

PETUGAS 

Pengetahuan: 
- Memahami 

pen:::elolaa 
n 
Pertamban 
gan 

. llmu 
tambang 
dan 
geologi 

~ etr c:H!~ p"3r · 
Teknik 
pelayana 
prima 

Sikap : 
Komunikati 
f 
Empati 

- Ke,;tabilan 

·1 
emosi 

. Ketelitian 
kerja 

. Kejujuran 
- Responsif 
. Kerjasama 

Penget,.huan: 
- ~-1ema~ami 

I '.)engelola-
an Pertam-
bangan 

- llmu ta!ll-
b~ng clan 
geologi 

Ketrampilan: 
Teknik 
pelayanan 
prima 

Sikap : 
. Komunika-

tif 
Empati 

- Kestabilan 
emosi 

- Keteliti-an 
kerja 

SANKSI 

PETUC?AS PELANGGAN 
TEMPAT 

Sesuai 1. Surat izin Oinas Per-
pp 30 suclar tambangan 
tah,-m clilerbitkan Dan Energi 

11980 
tetapi ticlak Provinsi 

tentang ada kegiatan, Jawa 
Peratura clapat dicabut Tengah JI. 

I n Disiplin Sll'at izinnya Madukoro 
PIIJS. 7. Sanksi Rlui<AA-B8 

I 
acl11li1 liSir dSi No . ..;4 
clatatidak Semarang 

I sesu?i 
;;en1"ohcna1: 
liclak 
cliproses 

I 
· I 

I 

Sec:•Jai 1. Surat izin Dinas Per-
pp 30 suclall tambangan 
tahun diterbitkan Dan Energi 
1980 tetapi tidak Provroi 
tentang ada kegiatan, Jawa 
Peratura dapat clicabu+ Tengah JI. 
n Disiplin SU'at izinnya Maclukoro 
PNS. 2. Sanksi Blok AA-BB 

administrasi No. 44 
clatatidak Semarang 
sesuai 
permohonan 
tidak 
diproses 



NO
JENIS 

PELAYANAN
PERSYARATAN

PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE-. 
TENSI 

PETUGAS PETUGAS

SANKSI

PELANGGAN
TEMPAT

I

9. -izin pemboran 
dan pembuatan 
sumur gali/ 
pasak

a. Peta shuasi berskala t : 10.000 
dan peta topografi berskala 1 : 
50.000 yang menggambarkan 
lokasi rencana pengambilan ABT

b. Informasi mengenai rencana 
pemboran ABT yany 
ditandatangani oleh pemohon 
dan perusahaan pemboran ABT 
dilampiri foto copy SIPPAT yang 
masih berlaku;

C. Informasi mengenai pelaksanaan 
pemboran ABT pemegang 
SIPPAT dfempiri foto copy SIJB 
dan STIB yang masih berlaku ;

d. F oto copy akte pendirian 
perusahaan yang sah dan atau 
foto copy KTP bagi pemohon izin 
perorangan;

e. Dokumen UKL dan UPL ;
f. Dokumen AMDAL, apabila 

pengambilan ABT 50 It/detik atau 
lebti dari satu sumur atau lebih 
dalam areal kurang dari 10 Ha ;

g. Bukti telah membuat sumur 
pantau bagi permohonan izin ;

jukan kepada Kepala 
□nas,

5. Kepala Dinas
memumutuskan peno­
lakan atau penerbitan 
ijin atas usul Kepala 
Sub Dinas Pengusc 
haan Pertambanagan 
dengan surat kepu- 
tusan, untuk disampai­
kan kepada pemohon 
melait. - 'Suo D:na*- Pe­
ngusahaan Pertam­
bangan

6. Sub Dinas Pengusa­
haan Pertambanagan 
membenkan Surat Ijin 
kepada pemohon di­
sertai dengan penarik­
an kewajiban retribusi 
atar ijin.

1. Pemohon mengaju­
kan permohonan ijin 
eksplorasi ABT kepa­
da Gubernur Cq. Ke­
pala Dinas

2. Distarr.ben melakukan
kajian ke’engkapan 
administt->si dan
teknis permohonan.

3. Distamben meminta
rekomendasi kepada 
BupatWVali keta dan 
instansi terkait tentang 
rencana pemboran
dan pembuatan sumur 
gali/ pasak

4. Atas kajian dan reko­
mendasi, Sub Dinas 
Pengusahaan Pertam­
bangan menyiapkan 
konsep surat ijin atau 
penolakan permohon­
an dan diajukan kepa­
da Kepala Dnas

5. Kepala. Dinas
memumutuskan peno­
lakan atau penerbitan 
ijin atas usul Kepala

90 hari de­
ngan keten­
tuan persya­
ratan lengkap

Retribusi 
sesuai 
Perda No. 
6/2002 
sebesar 
Sumur 
Gali/Pa- 
sak.
- Sumur 

kel 
Rp.250. 
000,-

- Sumur 
ke II 
Rp.350. 
000,-

- Sumur 
ke III 
Rp. 
450.000

- SumurK 
e IV ke 
atas Rp. 
250.000

Surat Izin 
pemboran 
dan 
pembuatan 
sumur gali/ 
pasak

- Peta
da^ar 
(topograf 
i) skala 1 
: 25.000 
dan 1 : 
50.000 '

- Ruang
Rapat

- Kompu­
ter

- Kotak 
saran

- Ruang 
rapat

- Slide 
projector

- GPS 
(Global 
Posibo- 
ning 
System)

- Kejujur-an
- Responsif
- Kerjasama

Pengetahuan:
- Memahami 

pengelola­
an Pertam­
bangan

- Ilmu tam­
bang aan 
geologi

Ketrampilan:
- Teknik

pelayanan 
prima

Sikap:
- Komunika­

tif 
Empati

- Kestabilan 
emosi

- Ketelitian 
keria

- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

Sesuai 
PP 30 
tahun 
1980 
tentang 
Peratur­
an Dis­
iplin PNS

. ■

1. Surat izin 
sudah 
diterbitkan 
tetapi tidak 
ada kegiatan, 
dapat dcabut 
surat izinnya

2, Sanksi 
administrasi 
data tidak 
sesuai 
permohonan 
tidak 
diproses

Dinas Per­
tambangan 
Dan Energi 
Provinsi 
Jawa 
Tengah Jl. 
Maciukoro 
Blok AA-BB 
No. 44 
Semarang

NO 

9. 

I 

I 

JENIS 
PELAYANAN 

-izinpe ~boran 
dan pembuatan 
sum ur gall/ 
pasa k 

1 
I 

PER~YARATAN 

a._ Peta siwasi berlSkala ~ : 10.000 
dan peta topc>vafi berskala 1 : 
50.000 yang menggan>barkan 
lokasi rencana pengambilan ABT 
., 

b. lnformasi mengtmai rencana 
pemboran ABT yan1:,1 
ditand:rtimgeni oleh pP.mohon 
dan perusahttan pemboran P.8T 
dilc1mpiri foto copy SIPPAT yang 
masill berlaku ; 

C. lnformasi mengenai pelaksanaan 
p~mboran ABT pemegang 
SIPPAT c61mpiri foto copy SIJB 
dan '3TIB yang masih berlaku ; 

d. rota cJJ)y akte pendlrian 
perusahaan yang sah dan atau 
foto copy KTP bagi pemohon izin 
perorangan; 

e. Dokumen UKL dan UPL ; 
f. Dokumen AMDAL, apabila 

pengambilan ABT 50 lt/detik atau 
lebih dari satu sumur atau lebih 
dalam areal kurang dari 1 O Ha ; 

g. Bukti telah membuat sumur 
pantau bagi permohonan izin : 

PROSEDUR 
PELAYANAN 

julcar. kepada Kepala 
.Jnas, 

5. Kerala Dioas 

r 

memumutuskan peno­
lakan atau penerbitan 
ijin atas usul Kepala 
Sub Oinas Pengus.: 
""a!"! ?P.rtarnba<1ag,in 
·dengan surat kepu­
tus.-n. unltJI.; disarr.;)ai­
k,.n kepada r<>mohon 
r.ie!a•t · ·s:..:~ ~}~12"' p~. 1 

ngusahaan Pert:im-
bangan 

6. Sub Oirlas Pengusa­
haan Pertambanagan 
membellkan Surat ljin 
kepada pemohon di­
sertar dengan penarik­
an kt"Wajiban retribusi 
atM-ij'n. 

WAKTU 
PENYELESAI 

AN 

1. ........,, m,.,..;u.190 h•rido-
kan permohonan ijin ngan keten-
eksplorasi ABT kepa- tuan persya-
da GubemlN' Cq. Ke• ratan lengkap 
pala Dinas 

2. Di&tan:~ rnetak\Jkan 
kajian ke'engkapan 
adrn11lisb , si dan 
tek!"lis pumohona:,. 

3. Distam~en meminta 
rekomendasi kepada 
BupatwWa~ kcta dan 
instansitmalttentang 
renc.ma pemboran 
dan pembuatan SUITIU' 

galilpasak 
4. Atas kajian dar, reko-

mendasi. Suo Dinas 
Pengusahaan Pertam-
bangan menyiapkan 
konsep surat ijln atau 
penolakan permohon-
an dan diajukan kepa-
da Kepala Dnas 

5. Kepala. Dinas 
memumurusknn peno-
lakan atau penerbitan 
ijin atas usu! Kepala 

BIAVA 

I 

I 
I 

i 

RctriMJsi 
sesuai 
Penta No_ 
6/2002 
sebesar 
Sumur 
GaWPa-
:.ak. 
- Sumur 

ke I 
Rp.250. 
000,-

. Sumur 
ke II 
Rp.350. 
000,-

- SumUI' 
ke Ill 
Rp. 
450.000 

- Sumurk 
eNke 
atasRp. 
250.000 

PROOUK 

I 

. 

I $uratIZln 
pe;nborr.n 
dan 
pembuatan 
sumur gali/ 
pasak 

I 

I SARANA 
PRASARA 

NA 

Peta 
daJat" 
(topograf 
i} skala 1 
:25.000 
clan 1; 

I 
50.C.JO 

I 

I 

- RlAIQ 
Rapat 

- Kompu-
ter 

- Kotak 
saran 

. Ruang 
rapat 

. Slide 
proje-:tor 

- GPS 
(Global 
Posilio-
IW1g 
System) 

. 
I 

-
-
-

KOMPE-. 
TENSI 

PETUGAS 

Kejujut-ac, 
Responsif 
Kerjasama 

r .,?n'.)et"hu,m: 
- Memahami 

peng.:lola-
an Pertam--
bangan 

- llmutam-
bang aa"I 
geologi 

Ketrampian: 
. Teknik 

pt,layanan 
prima 

Stkap: 
- Komunika-

tif 
. Empati 
- Kestabilan 

emosi 
. Kelelltiar 

keria 
. Kejujuran 
- Responsif 
- Kerjasama 

F£T\SlS 

I 

Sesuai 
PP30 
tahun 
1980 
tentang 
Peratur-
an Dis-
iplinPNS 

SANKSI __ i 

I 
I 

1. 

2. 

I 

PELANGGAN 

Surat izin 
sudah 
dlterbitkan 
teta:-:ii tida!; 
ada kegiatcm, 
dapat clcabut 
surat 1zinrya 
Sanksi 
administrasi 
ciata tidak 
tesuai 
permohonan 
tidak 
dlproses 

I 

! 

TEMPAT 

I Oinas Per­
tambangan 

.P1:on Energi 
?row.ISi 
Jawa 
Ter..:,ah JI. 
Maaukoro 
Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 



I*

NO JENIS 
PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

I SARANA- 
PRASARA 

NA

| KOMPE-
I TENSI

PETUGAS

SANKSI
TEMPAT

PETUGAS PELANGGAN

1
untuk sumur ke 5 atau Sub Dinas Pengusa- Sumur
kelipatannya, atau haan Pertambanagan Bor

- pengembdan ABT dengan debit dengan surat kepu- - Sumur
50 It/detik atau lebih dari satu tusan, untuk cfisampa»- ke I Rp.

1 sumur atau lebih dalam areal kan kepada pimonon 1.000.
kurang dari 10 Ha. melalui Sub Dinas Pe- 000,-

ngusahaan Pertam- - Sumur
bangan ke II Ro.j

6. Sub Dinas Penguso- 1.500. *11 haan Pertambanagan 000,-
memberikan Surat Ijin - Sumur
kepada pemohon dr- ke III
sertai dengan pena- Rp.
rikan kewajiran retri- 2.000.
busi atas ipn. 000,-

- Sumur
ke IV
RP 
2.500.
000,-

- Sumur
keVdst 
Rp. 
3.000.
300,-

;o. tzmpenurapan 1. Peta situasi berskala 1 :10.000 1. Pemohon mengajukan 90 hari Retribusi Surat Izin - Kompu- Pengetahuan: Sesuai 1. Surat ijin su- Dinas Per-
sumber mata air dan Dete topogra*» berskala 1 : permohonan ijin ckspio- dengan sesuai Penurapan ter - Memahami PP 30 dah diterbit- tambangan

50.000 yang menggambarkan lo- rasi ABT kepada GUber- keUntuar Perda No. Mata Air Mesin pengelola- tahun kan tetanj Dan Energi
kasi rencana pengambilan ABT ; nur Cq.Kepaia Dinas persyaratan 6/2002 ketik an Pertam- 198u tidak oda ke- - Provinsi

2, Informasi mengenai rencana pe- 2. Distamben melakukan lengkap sebesa. - Kalkuia- bangi.n +entang giatan, dapat Jawa
nuropan sumber mata air ditan- kajian kelengkapan Rp.1.500. tor - Hmutam- Peratur- dicabut surat Tengah Jl.
datangari oleh pemohon irn; administrasi dan teknis 000 - Kotak bang dan cn Disi- ijinnya Madukoro

3. Gambar rancangan bangunan rmohonan. saran geologi plin PNS 2. Samcsi admi- Blok AA-BR
dan konstruksi perpipaan yang 3. Distamben meminta - Ruang nistrasi data No. 44
disetujui DISTAMBEN ; rekomendasi kepada rapat Keoampilan: tidak sesuai Semarang

4. Dokumen UKL dan UPL ; Bupati/Wai ko*> dan - Slide ; Teknik permohonan
5. Dokumen AMDAL, apabila instansi terkait tentang projcctor pelayana tidak

pengambilan ABT 60 % atau rencana penwapan - GPS prima diproses
lebih dari jumlah debit yang ada. sumber mata ak (Global

4. Atas kajian dan teko- Positioni Sikap:
mer^ .si, Sub Dinas ng Sys- - Komunikb-
Pengusahaan Pertam- tem) «f
bangan menyiapkan - Peta - Empati
konsep surat ytn atau dasar - Kestabilan
penolakan permohonan (topograf emosi
dan diajukan kepada i) skala 1 - Ketelitian
kepala Dinac : 25.000 kerja

dan 1 : - Kejujuran
50.000 - Responsif

" • • 

JENIS 
NO PELAYANAN PE.~SYARATAN 

- untuk sumur ke 5 atau • 
kelipatannya, au.u 

. pengembilan ABT dengan debit 
50 lt/detik atau lebih dari satu 
sumur atau lebih dalam areal 
kurang dari 10 Ha. 

. 
I I 

I 

;o. lznpauapan 1. .Petc:1 situasi t:3f'Skala 1 : 10.000 
sumblr rna1a air dan oeta topograti befs!.ala 1 : 

50.000 ya, .g menggambafkan lo-
kasi rennna pengambilan ABT ; 

:i:. lnformas1 mt-ngenai rencana pe-
nuropan sumber mata air dilan-
datanpari oleh pemohon izin; 

3. "3ambar rancangan bengunan 
dan kon&lruksi perplpaan yang 
disetujui 0ISTAMBEN ; 

4. Dokumen UKL dan UPL ; 
5. Dokumen AMDAL, apabla 

pengambilan ABT 60 8/o atau 
lebih dari jumlah debit yang ada. 

6 

1. 

2. 

3. 

4. 

• • , . 
WAKTU PROSEDUR 

PELAYANAN PENYELESAI 
AN 

Sub Oines Perviaa· 
haan P~agan 
dengan ant ll8pu-
tusan, unluk disampat- j f-·--... 

kan kepada peinorion '\~ 
melalui Sub Dina Pe. 
ngusahaan Pertam-
l)illn:J~" 
:3ub Dinas Pl:flf,USd-
haan Pertarnbarlagan 
memberikan Surat ~ 
kepada pemohon di­
sertai dens:;1n pena­
rikan kewajiban relli­
busi atas ijin. 

Pemohon ~n 90 hari 
permohonart lilt ~ dengan 
rasi ABT kepadlt Glubef- kett::ntuar 

; 

nur Cq.Kepala Dlnas persyarat,,n 
Distamben mel1'iukan lengkap 
kajian keleugbpan 
administrasi dan leblis 
"Drrnohonan. 
Distamben l1l8lllkda 
rekomendasi kepada 
Bupati/Wal le(,►.• dan 
instan&i terkait llnlang 
rencana penwapan 
sumber mala air 
Atas kajian clan R!llo­
mer,1 .• si. SUb Dinas 
Pengusahaan Perlam­
bangan ~ 
konsep surat iJn atau 
penolakan permoho11an 
dan diajukan kepada 
kepala Dina:: 

j 

BIAVA 

Sumur 
Bor: 
- Sumur 

kelRp. 
1.000. 
000,-

- Sumur 
~e lll;!r,. 
1 51:i0 
000,­
Surr.'.Jr 
ke Ill 
Rp. 
2.000. 
000,-

• Sumur 
kelV 
Rp 
2.500. 
000,­
Sumur 
ke "/dst 
Rp. 
3.000. 
::ioo,-

Retribusi 
sesual 
Perda No. 
6/201)2 
sebesa, 
~p.1.500. 
000 

PROOUK 

Suratlzin 
Penurapan 
Mata Air 

SARANA I 
PRASARA 

NA 

- Kompu­
ter 
Mesin 
ketik 
Kalku,a­
tor 
Kotak 
saran 

- Ruang 
rapat 

• S11.:le 
projt;cto, 

• ~PS 
(Global 
P06itioni 
ng Sys­
tem) 
Peta 
dasar 
(topograf 
i) skala 1 
:25.000 
dan 1: 
50.000 

KOMPE-
TENSI 

PETUGAS 

Pengetahuan: 
• Memahami 

penqelola­
:in Pertam­
bang:.n 

- lmumm­
bangda'l 
geologi 

Kenmpilan: 
; Teknik 

pelayana 
pnma 

Sllcap: 
- Komunik;,-

1if 
Empati 

- Kestabilan 
emosi 

- Ketelitian 
kerja 

• Kej;juran 
• Responsif 

I 

FEJUGIIS 

Sesuai 
PP30 
tahun 
19811 
+entang 
Penitur­
cn D• 
plinPNS 

SJ'.NKSI 

PELANGGAN 

' 1 

1. Surat ijin su­
dat, diterblt• 
kan teta!"i 
tidak :>da ke­
giats'I, dapat 
dicebut surat 
ijinnya 

2. Sanui aumi­
nistrasi data 
lidaksesuai 
permohonan 
tidak 
diproses 

I 
I 

·• 

TEMPAT 

Dinas Per­
tambangan 
OanF.nergi 
Provinel 
Jawa 
Tengah JI. 
Maduko10 
Blok AA-Bf!. 
No.44 
Semar,mg 

I 

I , 



NO JENIS 
PELAYANAN

persyaratan PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE- [
TENSI PETUGAS

PETUGAS |

SANKSI

PELANGGAN
TEMPAT

11. l'an pengambilan 
ABT

---------------

1. Laporan lengkap hasil pengebor­
an yang meliputi gambar penam­
pang kologi, gambar konstruksi 
sumur dan hasil uji pemompaan 
tapisan akuifer yang dfoadap;

2. Has? anafea kimia air dari labo­
ratorium:

3. Berita acara pemasangan meter 
air.

5. Kepala Dinas memutus­
kan penolakan atau 
penerbitan ijin atas usul 
Kepala Sub Dinas
pengusahaan Per­
tambangan dengan surat 
Keputusan, untuk
disampaikan kepada
pemohon r’?lalut Sub 
Dinas Pengusahaan
Pertambangan

6. Sub Dinas Pengusahaan
Pertambanagan mem­
berikan Surct Ijin kepada 
pemohon disertai dengan 
penarikan kewajiban
retribusi atas ijin.

1. Pemohon mengajukan 
permohonan Jj:n eks- 
ptofaei ABT kepada 
Gubernur Cq.Kepala 
Dinas

2. Distamben melakukan
kajian kelengkapan
administrasi dan teknis 
permohonan.

3. Distamben meminta
rekomendasi kepada 
BupatiAYal kota dan 
instansi terkait tentang 
rencana pengambilan 
ABT

4. Atas kajian dan reko­
mendasi, Sub Dinas 
Pengusahaan Pertam­
bangan menyiapkan
Konsep surat ijin atau 
penolakan permohonan 
dan diajukan kepada 
kepala Dinas;

5. Kepala Dinas me­
muluskan penolakan 
atau penerbitan $n 
atas usuT Kepala Sub 
Dinas Pengusahaan
Pertambanagan de­
ngan surat keputusan, 
untuk dfeampaikan

90 hari 
dengan 
ketentuan 
persyaratan 
'engkap

■

Retribusi 
sesuai 
Perda No. 
6/2002 
Sumur 
Gali/Pasak

- Sumur 
kel 
Rp.250. 
OOC,-

- Sumur 
ke II 
Rp.350. 
000,-

- Sumur 
ke III 
Rp. 450. 
000,-

- Sumurk 
e IV ke 
atas Rp. 
250.000

Sumur 
Bor:
- Sumur 

ke 1 Rp. 
1,000. 
000,-

Surat ijin 
pengambil­
an Air Ba­
wah Tanah

Alat ukur 
Dip Meter

- Kompu­
ter

- Kotak 
saran

- Ruang 
rapat

- Slide 
projector

- GPS 
(Global 
Posifkmi 
ng Sys­
tem)

- Peta 
dasar 
(topogra­
fi) skala
1: 
25.000 
dan 1 : 
50.000 
Dip 
meter

Kerjasama

Pengetahuan:
- Memahami 

pengelola­
an Pertam­
bangan

- Ilmu tam­
bang dan 
geologi

Ketrampilan: 
Teknik 
pelayans 
prima

Sikap:
- Komunika­

tif
- Empati
- Kestabian 

emosi
- Ketelitian 

kerja
- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

Sesuai 
PP 30 
tahun 
1980 . 
tentang 
Peratur­
an Disi­
plin PNS

1. Surat ijin 
sudah 
dKerbitken 
tetapi tidak 
ada kegiatan, 
dapat dfcabut 
surat tjmnya

2. Sanksi 
administrasi 
data tidak 
sesuai 
permohonan 
tidak 
diproses

Dinas Per- 
tabangan 
Dan Energi 
Provinsi 
Jav.j 
Tengah Jl. 
Madukoro 
BlokAA-BB
No. 44 
Semarang

•• 

' JENIS 
NO PELAYANAN 

P:.RSYARATAN 

- 5. 

" 
~ 

I 
\ 

I I 

I 
' 6. 

11. l"!in pengambilan 1, Laporar. lengkap hasl pengebor- 1. 
ABT an yang meliputi gambar penam-

pang~. g'ambar konalrUbt 
sumi.- .1an hallil uji pemonlt,8811 
lapisan alruifer yang clsadap; 

2. HasiJ anaisa kimia air dari ll'bo- 2..' 
ratoriu111: 

3. Serita acara pemasangan mete, 
air. 

I 
3. 

4. 

5. 

PRCJSEDUR 
~LAVANAN 

Kepala Dinas r.iemutus-
kan penolakan atau 
penerbitan ijin atas usul 
Kepala Sub Dlnas 
pengusahaan Per-
tambangan dengan surat 
l:epuUJsan, untuk 
diRmpaih:i keraja 
pemohon !"' ~lalui Sub 
Dinas Pengusahaan 
Pertambangan 
Sub Dir.as Pengusaiiaa,n 
Pertambanagan mem-
berikan Sur .. t ljin kepada 
pemohon disertai dengan 
penanbn kewajiban 
retrt,usiatasijin. 

Pemohon mengajuklw 
permohonan . iin ek&-
ploiasl ABT kerada 
Gubenu Cq.Rtapala 
Dines 
Distamben metakukan 
kajian kelengkapan 
administ,asi dan teknis 
permohonan. 
Dislamben meminta 
~ kepada 
9'.ipaWIIVal kota dan 
inr.ansi terkait tentang 
rencana pengambilan 
ABT 
Ala& kajilln dan reko-
mendaa, Sib l')i;-;as 

F'engusahaan Pertam-
bal'lgan m.:nyiapkan 
iwrlsep st.rat ijin atau 
penr.lakan ~ermo~onan 
clan diajukan kepada 
kepala Oinas; 
Kepala Dinas me:-
muluskan penolakan 
alau penerbitan ijin 
atas Uld Kepala SUb 
o.tas Pengusahaan 
Pertambanagan de­
ngat surat keputusan, 
Wlluk disampaikan 

WAKTU 
PENYELESAI 

AN 

.. 

90 hari 
-teriqan 
keler,,uan 
persyaratan 
'engkap 

BIAVA 

I 

I 
' 

Re1ribusi 
se;iuai 
Perd3 No. 
6/2002 
Sumur 
GalilPasak 

- SUmur 
kel 
Rp.2®. 
ooc.-

- Sumur 
kell 
Rp.350.· 

I . 
CiOO,-
Sumur 
kelll 
Rp. 450. 
000,-

• sumurk 
er.lite 
atasRp. 
250.000 

Sumur 
Bor: 
- SUmur 

kel Rp. 
1,000. 
000,-

1 
I 

PRODUK 

Surat ijin 
JM"ng&mbil­
ar AlrBa­
wah Tanah 

SAP.ANA I 
?RA.SARA 

NA 

Alai ukur 
Dip Meter 

- Kompu­
ter 

- Kotak 
saran 

- Rt.ang 
rapat 

- SUde 
projector 

- GPS 
(Gfobal 
Posi!ioni 
ngey&­
tem) 

- Peta 
dasar 
(topogra­
fi) skala 
1: 
25.000 
d1m1: 
50.000 

- Dip 
meter 

I 

KOMPE-
TENSI 

PETUGAS 

Kerjasama 

Pengetahuan: 
- Memdhami 

p,ange!Ol.,­
an Pe111ur.­
bangan 

- llmutam­
bang dan 
geologi 

Ketrampilan: 
Teknek 
pelay.-.ns 
pl'ima · 

Sikap: 
- Komunika­

tif 
- Empati 
- K~bilan 

emosi 
- Ketelitian 

kerja 
- Kejuj1.-an 
- Re;;ponsif 
- Kerjasamo 

I 
I 

~ 

Sesuai 
PP30 
tahun 
~980 . 
tentanlJ 
Peratur­
an tJisi.. 
plinPNS 

SANKSI 

I 
I 

I 

I 

I 

PELANGGAN 

1. Surat ijin 
sudah 
cllerbitken 
:ebapi 11.:.:ak 
ada kegiahn, 
dapat<lcabut 
swat ijlllflya 

2. Sanksi 
administrasi 
data tidak 
sesuai 
permohonan 
tidak 
ciproses 

I 

TEMPAT 

Oinas Per­
tabangan 
Uan Energl 
:,S-ovinel 
Jaw.:i 
Tengah JI. 
Madukoro · 
Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 

I 
' 



JENIS
PELAYANAN

PERSYARATAN PROSEDUR 
PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPATNO

PERJGAS PELANGGAN

12. 'zin Pengambilan 
Mata Air

,

1.1 .aporan lengkap hasH penurapan 
yang dfernpiri gambar penyele­
saian Konstruksi;

2. Hasil anafea kimia air dan labo­
ratorium;

3. Berita acara pemasangan meter 
air;

4. Berita acara pengawasan pelak­
sanaan konstruksi bangunan pe­
nurapan

kepaua pemohon melalui 
Sub Dinas Pengusahaan 
Pertambangan

6. Sub Dinas Pengusahaan 
Pertambanagan membe­
rikan Surat Ijin kepada 
pe.nohon disertai dengan 
penarikan kewajban
retribusi atas ijin.

1. Pemohon mengajukan 
permohonan ijm eks­
plorasi aBT kepada Gu­
bernur Cq.Kepala Dinas

2. Dinas melakukan kajian 
kelengkapan 
adminisbasi dan teknis 
permohor^n.

3. Distamben . meminta
rekomendasi kepada
Bupahn/VaB kota dan 
instansi terkait tentang 
rencana Pengambilan
Mata Air

4. Atas kapan dan reko­
mendasi, Sub Dinas 
Pengusahaan Pertam­
bangan menyiapkan
konsep surat ijin atau 
penoiakan permohonan 
dan «dkyukan kepada 
kepala Dinas;

5. Kepala Dinas memutus­
kan penolakan atau 
penerbitan Hin atas usul 
Kepala Sub Dinas 
Pengusahaan Pertam­
banagan dengan surat 
keputusan, untuk dk 
sampaikan kepada
pemohon melalui Subdfri

90 hari 
aengan 
keler*'an 
persyaratan 
lengkap

S.

- Sumur 
ke II Rp.
1.500. 
000,-

- Sumur 
ke III Rp 
2.000. 
000,-

- Sumur 
ke IV 
Rp
2.500. 
000,-

- Sumur 
ke V dst 
Rp. 
3.000.0 
00

Retribusi 
sesuai 
Perda No. 
6/2002 
Rp.1.500. 
000

Surat Ijin 
Pengambil­
an Mata Air

________

- Kompu­
ter

- Kotak 
saran 
Ruang 
rapfrt

- Slide 
projector

- GPS 
(Global 
Positioni 
ng Sys­
tem)

- Peta 
dasar 
(topograf 
i) skala 1
: 25.000 
dan 1 : 
50.000

• Alat ukur

i

Pengetahuan:
- Memahami 

pengehla- 
an Pertam­
bangan

- Iknu tam­
bang dan 
geologi

Ketrampian:
- Teknik 

pelayana 
prima

Sikap:
- Komurika- 

trf
Empati

-- ---------riftWinwfin 
emosi

- KeWfcan 
kerja

- Kejujuran
- Responsif
- Kerjasama

Sesuai 
PP 30 
tahun 
1980 
tentang 
Peratur­
an Disi­
plin PNS

1. Surat ijin 
sudah 
diterbitkan 
tetapi tidak 
ada kegiatan, 
dapat dicabut 
surat ijinnya

2. Sanksi 
administrasi 
data tidak 
sesuai 
permohonan 
tidak 
diproses

Dinas Per- 
tambang^- 
Dan Energi 
Provinsi
Jawa 
Tengah Jl. 
Madukoro 
Blok AA-BB 
No. 44 
Sematang

I. 
I 

NO 

12. 

• •• 

JENIS 
rEl.AYANAN 

1zin Peng<!mt.ilan 
Mata/llir 

I 

PERSYARATAN 

1, 1.aporan lengtap haail l)f'nurapan 
yar:.; :Jiarnpiri gamber p>eu;ele-
SOian Komtn.l..si; 

2. Ha.: .,,... kimia air da'i labo-
ratoriu;-n; 

3. Berila acara pemasangan meter 
air; 

4. Betita acara pengawasan pelak-
sanaan konslruk&i bangman pe-
nurapan 

PROSEOUR 
PELAYANAN 

kepaua pemohon melalui 
Sub Dinas Pengusahaan 
Pertambangan 

6. Sub Oinas Pengusahaan 
Pertambanagan mt>'Tlbe­
nllan Surat ljln kepada 
pe;nohon disertai dengan 
penarikan ilewajiball 
rellitusi Mas iiia. 

1. Pemohon mengajukan 
perrr...oomn ijn eb-
plorasi ,,.gr i(ep'lda Gu-
ilernw Cq.Kepala Dinas 

2. Oinas melakukan kajian 
ketengblpan 
admnst.asl dan teknis 
permohor.an. 

3. Oistamben meminl:a 
reke'mendasi k..-
~ kota dan 
instansi IP.r1calt tenlang 
rencana Pengambilafl 
MataNr 

4. Mas kajan clan reko-
. mencla8i, Sub Oinas 

Pengus&"a.lll P::rtam-
bangan mef¥81)kan 
konsep ISUrat iii'l alau 
penoiakan p3ffll0honan 
clan -diajukan kepada 
kepala .:Jina$; 

5. Kepala Oinas memutus-
kan penolakan atau 
peoetbitan ijfl alas UOAJI 
Kepala Sub Dinas 
PengL-sahaan Perfam-
banagan dengan mnt 
keputiaM, unU; C> 
aampab, kepada 
pemohon melaki SUbcln 

WAl<TU 
PENYl;.l.ESAI 

AN 

90 hari 
aeng;,n 
ketefdt•an 
pe,syaratan 
lengkap 

\ 

- St!rnur 
kellRp. 
1,500. 
000,-

- SUmur 
ke 1H Rp 
2.000. 
000,-

1 - S,1,;mur 
ke IV 
Rp 
2.500. 
000,-

- Sumur 
ke V dst 
Rp. 
3,000.0 
00 

Fhtribusi 
sesuai 
Perda No. 
6/2002 
Rp.1.500. 
voo 

PRODUK 

Surat ljln 
j Pe'lgarnbil-
,n Mata Air 

-

. 

-
-
-

-

SARANA 
PRASARA 

NA 

Kompu-
ter 
Kotak 
saran 
Ruang 
rap~t 
Slide 
projector 
GP$ 
(Global 
Positioni 
ng Sys• 
tern) 
Peta 
ckisar 
(topo1,raf 
i) skala 1 
:25.000 
clan 1: 
50.000 

• Alat ukur 

,, 

SANKSI KOMPE­
TENSI 

PETl'GAS 
PETU::iAS PElANGGAN 

P~: Sesuai 
- Mernahami PP30 

penget,lo- tahun 
an Patam- i 1980 
bangan tentang 

- llmu tam- Peratur-
bangdw, anOisi-
geologi pllnPNS 

Ketra111plan: 
. T1.:..1Ht 

pelayana 
prima 

Slulp: 
. Konullla- . 

tif 
- Empali 
- Kestablan 

emosi 
- Kelellian 

kerja 
- Kejujwai 
. RP.SpOlllif . Kerjasama 

1. 

2. 

':;vr atijin 
sud ah 
di1e 
teta 

rbitkan 
pltidak 
kegiatari, ada 

da 
SUI' 

pat clicabu1 
at ijinnya 
ksi 

minlatrasi 
tatidak 

San 
ad 
da 
sesuai 

mohonan 
k 

per 
tida 
dip roses 

TEMPAT 

Dim:1s Per-

l 
tamba11g..::­
Dan Energi 
Proviisl 
Jawa 
Tengan JI. 
Madukoro 
Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 



NO ’ JENIS
PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPATPETUGAS PELANGGAN

6.

Pengusahaan Pertam­
bangan
Sub Dinas Pengusahaan 
Pertambanagan

pemohon cfisertai de­
ngan penarikan kewa­
jiban retribusi atas ijfrt

•
I

13 Izin Perusahaan 1. Bukti surat kepemtikan Instalasi 1. Pemohon mengaju- 90 hari Retribusi Surat Ijin - Kompu- Pengetahuan: Sesuai 1. Surat ijin Dinas Per-
Perr'ioran a3T Bor bermeterai cukup; kan permohonan ijin dengan sesuai Perusahaan ter - Memahami PP 30 s"dah tambangan

2. Gambar foto Instalasi Bor beru- eksplorasi ABT kepa- ketentuan Perda No. Pemboran - Kotak pengelola- tabun djterb’tknn Dan Ene.gi
kuran 9 x12 cm dan6x4cm da Gubernur Cq. persyaratan 6/2002 ABT saran an Pertam- >980 tetapi tidak Provinsi
masing-masing sebanyak 3 Kepala Dinas lengkap Kelas: - - Ruang bangan tentang ada kegiatan, Jawa
lembar; 2. Distamben melakukan -A rapat - Ilmutam- Peratur- dapat dicabut Tengah Jl.

3. Data teknis Instalasi Bor; kajian kelengkapan Rp. 1.50 - Sllde bang dan an Disi- surat ijinnya Madukoro
4. Salinan sertifikat khsifikasi dan administrasi dan 0.000 projector geologi plin PNS 2. Sanksi Blok AA-BB

kualifikasi dari Asosiasi yang teknis petmoironan. - B - GPS administrasi No. 44
terakreditasi; J. Distamben meminta Rp.1.00 (Ghbal Ketrampilan: data tidak Semarang

5. Akta pendirian perusahaan yang rekomendasi kepada 0.000 Positinni - Tekr.ik sesuai
sah dan atau KTn bagi pemohon Bupati/Wai kota dan -C Rp. ngSys- pelayana permohonan
perorangu... instansi terkait ten*ang 500.000 tem) prima tidak

rercana Perusahaan 
Pemboran ABT Sikap:

etiproses

4. Atas kajian dan reko- Komunika-
mendasi, Sub Dinas tif
Pengusahaan Pertam- - Empati
bangar menyiapkan - Kestabilan
konsep surat ijin iLau emosi
penolakan permhonan - Ketelitian
dan diajukan kepada kerja
kepaia Dinas; - Kejujuran

5. Kepala Dinas me- - Responsif
muluskan penolakan 
atau penerbitan ijin 
atas usul Kepala Sub 
Dinas Pengusahaan 
Pertambangan de­
ngan surat keputusan, 
untuk disampaikan ke­
pada pemohon melalui 
Subdin Pengusahaan 
Pertambanagan

- Kerjasama

I

6. Sub Dinas Pengusa­
haan Pertambanagan 
memberikan Surat Ijin 
kepada pemohon cfi- 
«ertai dengan penarik­
an kewajfcan retribusi 
atas ijin

.. . ~ • • , . .. . . 
• jENIS PROSEDUR WAKTU 

NO PELAYANAN 
PERSVARATAN PELAVANAN t>ENYELESAI 

AN 

, Pengusahaan Pertam-
bangan 

6. Sub Dinas Penguaahaan 
Pertambanagan ~--rn-.............. r 
pemohon daertai de- . 
ngan penarikan kewa- • 
iiblto rebihusi atas ijn. 

1 13 lzin Perusaha:!n 1. Bukli surat kepemilikan lnstalasi 1. Pemohon mengaju- 90hari 
Perr':;ora" 11 9T Bor bermeterai cukup ; kan permohonan ijin dengan 

2. C":.am .. ar loto lnstalasi Bor berU- eksplorasi ABT kepa- ketentuan 
kuran 9 x 12 cm dan6x4cm da Gubemur Cq. persyaratan 
masing-masing sebanyak 3 KepalaDinas lengkap 
lembar; 2. Dl'Stamben melakukan 

3. Data leknis lnstalasi Bor; kajian kelengkapan 
4. Salinan sertifikat k! Jsilikasi dan adminlslrasi dan 

kualiflkasi dari Asoliasi Y""9 teknis pehnoi ionan. 
te~lkreditasi; ,j. Distamben meminla 

5. Akte pendirian :,er;mah.,ar, yang rek.,mendaei kepeda 
·- sah dan &tau KT.., bagi pemc,f!on BupatilWal kola dan 

Ptirorflng .. ; .. indanai tfflait ~ 
reroana Perueahllan 
Pemboran ABT 

4. Atas · kajian d..n n,lco-
mendasi, SUb ~ 
Pengu--..ahaan Perlarn-
bangar ~ 
konsep ant ijirt .;au 
pa'!Olakui pennhonan 
Jan diajukan kepada 
lcepaIaOinas; 

5. Kepala Dinas me-
n\Ulllslcan penolaka.i 
atau penerbltan iiln 
&tao .usul Kepela Sub 
Dinn Pengusahaan 
Pertambangan de-
ngan swat kepuluaan, 
untuk dsampaikan k.,. 
pada pemohon melak.ll 
Subdin Pengusahaan 
P~mbanagan 

I 
6. Sub ·O.. Penguaa-

haan Pertambanagan 

I 
memberikan SUrat lln 
kepada pemohon cl-
"'E'rtai dengan penarik-
an kewajiban rebi>usi 
atas ijin 

BIAYA 

Retribusi 
sesuai 
?erda No. 
6/2002 
Kelas: 
-A 

Rp.1.50 
0.000 

-8 
Rp.1.00 
0.000 

-CRp. 
&00.000 

PRODUK 

I Suratljin 
Perusahaan 
Pe'Tlboren 
ABT 

-
.. 

-
-
. 

SARANA 
PRASARA 

NA 

Kompu-
ter 
Kotak 
saran 
Ruang 
rapat 
Slide 
projector 
GPS 
(Gl-,bal 
Positinni 
ngSy&-
tern) 

I 

I 

KOMPE­
TENSI 

PETUGAS 

Pen{lctahuaJ>: 
Memahami 
pe11gc101.i-
an Pertam-
bangan . nmutam-
bani;dan 
geologi 

Ketrampilen: 
• Telc..ik 

pelayana 
prima 

Sikap: 
- Komunika-

lif 
- Empati 
- Kestabilan 

emosi 
- Ketelitian 

ker;a 
- KejJjuran 
- Respcnsif 
- Kerjasama 

I 

SANKSI 

~ PELANGGAN 

Sesuai 
!'>P 30 
taht:n 
,980 
tentang 
Peratur­
an Disi­
plin PNS 

1. Surat :jin 
1;"dah 

tetapi tidak 
. ada kegiatan, 
dapat dicabut 
surat ijinnya 

2. Sanksi 
administJasi 
data tidak 
~ 
permohonan 
lidak 
diproses 

TEMPAT 

I 

I Di:,as Per­
tambangan 
ua11 S~etgi 
Provinsi 
Jawa 
Tengah JI. 
Madukoro 
Blok AA-BB 
No.44 
Semarang 



‘ ‘ I I v C I I , y {

fife

NO EMS PERSYARATAN
PROSEDUR PEnlnggsm BiAYA PRODUK PSQRgg; KSEMNP; SANKSI

TEMPAT
PELAYANAN PELAYANAN AN NA PET' 'GAS PETLGPS PELANGGAN

14. Anaiisa air 1. suratper—mohonar. analisa air 1. Pemohon mengajukan 3(figa) hari Sesua! HasilPe« - ,Sepe- Pengetahuanz Sesuai |SanksiAdmi- Dinas Per-
I

2. sampel air air minimalZliter surat permohonan ana- dengar. Perda No. meriksaan rangkat - Memahami PP nistrasijika tambangan
3A sampel air tidak boleh iebih dari lisa air kepada Kepaia ketentuan 11 Tahun Fisika dan v peraiat— prosedur 30/1980 sampeliebih dan' Dan Energi

1x24 jam Dinas Cq. Laborator'um persyaratan 2002 ten- kimia air an labo— analisa air tentang 1&4 jam, maka Provinsi /Air berikut membm lengkap tang Retn'— raiorium bersih Peratur- proses tidak Wsampel air ke loket busiPc- - Kompu— an Disi— dapat diiakukan Tengah Jl.
pener‘maan sampeiai. makaian fer Keeerampiian: plin PNS Madukoro

2. Petugas penerémaan Kekayazr. - Ruang — 1eknfk Sick [51.39
sampel air menerbiikan Daerah. Labor:- Pelynan No.44 ‘

Surat Kemapan 2“th tonurr‘ Prima
b_geDaer:‘~.\'SKRD). ‘ - Kaiwia—

;

3. Pemohon membawai tor Sikap:
SKRD kc loket pem- | - Komunika-
bayaran I Kasir Pe- si
nerimaan mink - Impafi
melakukan pembayaran - Kestabiian f

retribusi. emosi 5

4. Pemohon aka" me- - Ketelitian %

nerima tanda urine kerja i

pembayaran. “yang - Kejujuran f

bergur'a sebagai‘W - Responsif
‘

waktu pengarrbian - Kerjasama
basil pemeriksaan fisika
dan kimia air.

5. Sampei masuk ke labo-
ratorium air mtuk (i-
lakukananaisa.

6, Pengolahan dab alt-r
hasi amisa (imtorium untuk pen -
an konsep has! pe-
meriksaan fisika dan
kimia ai.

7. Konsep ciajukan ke
Kepala Seksi Pei-agein-
bangan Potensi dan
Teknologi unM tha-
raf, selan'pmya rhin-
kan pengasahan ke
Kepala Sub Dinas Pro-
gram selaim Penmg—
gungjawab Laboratr
rium

8. Dilakukan préses pern-
bukuan basil dan
proses salami

NO I 
14 . 

I 

I 
I 

( I 

..'':NIS 
PELAYANAN 

Analisa air 

. 

PERSYARATAN 

1 surat pcr-mol'onar. analisa air 
2. sampel air air minimal 2 liter 
3. sampel air tidak boleh lebih dari 

1X24 jam 

' 

PROSEDUR 
PELAYANAN 

1. Pemohon mengajukan 
surat permohonan ana­
lisa air kepada Kepala 
Dinas Cq. Laboratorium 
p.jr berikut membawa 
sampel air ke loket 
;,enermaan sampe! air. 

2. Pe+ugcos p~r.er.maan 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

sampel air menerb.lkan 
Surat Ketet.:.pan ~ 0 tri­
b- ~i Oaerc" ,SK~Ol. 
Pemohon memba\~a 
SKRD k1;. loket pem-
bayaran I Kasir Pe-
nerimaan oo!uk 
melakukan pembayaran 
retribusi. 
Pemohon akan rrie-
nerima tand:i tmna 
pembayann, ... . yang 
bergura sebagai ' !>Ukli 
waktu peng11mbilan 
hasil pemeriksaan fisika 
dan kimia a. 
Sampel masuk ke labo-
ratooum air untuk C> 
lakukan analsa. 
P1mgolahan data alltir 
hasi analsa A ~ 
torium untuk pembuat-
an konsep hasl pe-
meri~saan fisika dan 
kimia air. 
Konsep ciajukan ke 
Kepola Seks: ~engem-
bangan Potensi dan 
Teknologi untuk clpa-
raf, selanjtmya diaju-
kan pengesahan ke 
i<epala Sub Dinas Pro-
gram selal..11 Pena,g-
gungjawab Laboratl>-
rium 
Dilakukan proses pem-
bukuan hasil dan 
proses selesal 

WAKTU 
PENYELESAI 

AN 

3 (tiga) hari 
dengar, 
ketentuan 
persyaratan 
lengkap 

i 
I 

' 

\ 

SARANA 
BIAYA PRODUK PRASARA 

NA 

I 
Sesu~! Hasil Pe- _Sepe-
Perda No. meriksaan rangkat 
11 Tahun Fisika dan peralat-
2002ten- kimia air an labo-
tang Retri- ratorium 
busi P:::- Kompu-
makai.;n ter 
Keka:;acr, R:Ja!l'.J 
Daerah. Labor : -

toriurr 
Kai~ula-
tor 

. 

KOMPE-
TENS! 

PETIJGAS 

Pengetahuan: 
Memahami 
prosedur 
analisa air 

I , bersih., 

I Keterampuan : 

I 

.1 

lekn:k 
Pelynan 
Prima 

Sika ~: 
-

-

-
-
-

Komunika­
s i 
I mpati 
Kestab~an 
e mosi 
Ketelitian 
k erja 
'<ej.;juran 
Responsif 
Keriasama 

SANKSI 

PEll.G\S PELANGGAN 
TEMPAT 

Sesuai Sanksi Admi- Dinas Per-
pp nistrasi jika tambangan 
30/1980 sampel lebih dari • Dan Energi 
tentang 1x24 jam, maka Provinsi / ---: "' 
Peratur- proses tidak Jawa I \ 
an Di1:i- dapat dilakukan Tengah JI. I plin PNS Madukoro 

5ickJ\A-99 
No . 44 
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NO JENIS 
PELAYANAN PERSYARATAN PROSEDUR 

PELAYANAN

WAKTU 
PENYELESAI 

AN
BIAYA PRODUK

SARANA 
PRASARA 

NA

KOMPE- 
TENSI 

PETUGAS

SANKSI
TEMPAT

PETUGAS PELANGGAN

9. Pemohon mengambil 
hasil pemeriksaan air 
dengan menunjukkan 
bukti pelunasan SKRD

.. •• 

JENIS PROSEOUR WAKTU 
NO PELAYANAN PERSYARATAN PELAYANAN PENYELESAI 

AN 

9. Pemohon mengambll 
hasil pemeriksaan air 
dengan menunjukkan 
bukti pelunasan SKRD. 

SARANA 
BIAVA PRODUK PRASARA 

NA 

KOMPE- SANKSI 
TENSI PEll.GAS PEI..ANGGAN TEMPAT 

PETUGAS 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 
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LAMPIRAN II
PERTURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN
PADA DINAS PERTAMBANGANQAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PERMOHONAN BARU.'PEP.PANJANGAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) 
la

I
V
I
I /
i

■

Pemohon 
mengajukan 
permohonan 

SIPD 
dilengkapi 

persyaratan 
Administrasi

A

KETERANGAN:
1. SIPDadaiah Surat Ijin Pertambangan Daerah meliputi SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan i Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan
2. a. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loret atau r oialui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir);

b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;
3. Distamben melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan usaha pertambangan dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangar
4. a. Distamben meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan • isaha tambang lepada BupatiAA/alikota dan rekomendasi aspek teknis sektor terkait kepada Instansi yang 

berwenang.
b. BuupatiA/Valikota dan Instansi terkait memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi);

5. Distamben memproses lebih lanjut dan Kepala DISTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIPD (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
6. a. SIPD diserahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.

b. Tembusan SIPD disampiakan kepada BupatiA/Valikota dan Instansi terkait.

It t 

• 

MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN 

• ♦ 

LAMPIRAN ti 
PERTURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR ,6 TAnuN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006 

PADA DINAS PERTAMBANCYA1-.~~AN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH 

A. PERMOHONAN BftRU!PERP'4.MjJ\NGAN SURAT IZH~ PERT,L'.MB1~NGAN DJ\ERAH (Sf PD) 
la 

• 

,.,y 
-

Pemoho11 
meng2juk=3n 
pannohonan 

SlPD 
dilengkapi 

persyaratan 
Administrasi 

a 
I 

- ---------------------------------------------------,1 - lb I 
I 
I 
I 
I 

2 

AMBE 
VINSI 
ENG 

~ L ___ ----------:.l 
Sa 

◄ 
3b 

Sb /;.,..... 
_.; .. 

TcMBUSAN. 

[:

Rekomendasi dari 
'Bupat! / Waliko.t& dan 

lnstansi terkait 
...... 

.,. ...... ...... 

KETERANGAN : 
1. StPOadalah Surat ljin Pertatnbangan Daerah mefiputi SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan & Pemumian. Pengangku1an, dan Penjualan 
~. a. Pengajuan berkas permohonan langsung ke LorP.t atau r; :.1alui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir); 

c. t>emberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibl<an melengkapit Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai pros6':s; . 
3. Distamben melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan usaha pertambangan dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapan9ar 

4. a. Oistamben meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan • •saha tambang lepaca Bupati/V\lalikota dan rekomendasi aspek teknis sektor terkait kepada tnstansi yang 
berwenang. · 
b. Buupati/Walikota dan lnstansi terkait memberikan rekomendasi_ ,b3tas maks 30 hari dari permohonan rekomendasi); 

5. Oistamben memproses lebih lanjut dan Kepata DtSTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIPD (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 tlari); 
6. a. SIPD dlserahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan. 

b. Tembusan SIPD Jisampiakan kepada BupatilWalikola dan lnstansi terkait. 



B. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENURAPAN MATA AIR, PEMBUATAN SUMUR 
GALI/PASAK

la

KETERANGAN :
SIP ABT adalah Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, SIP MA ddaiah Surat Ijin Penurapan Mata Air, SIP G-P hadala Surat Ijin Pembuatan Sumur Gali/ Pasak.

1. a. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loket atau melalui perantara (POS, lasa Pengiriman/kurir);
b. Pemberitahuan kekurangan dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai proses;

2. Distamben melakukan proses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan baik dengan rapat koordinasi pemangku kepentingan dan kajian lapangan.
3. a Distamben meminta pertimbangan aspek ekonomi sosial kewilayahan usaha tambang kepada Bupati/Walikoia.

b. Bupati/Walikota memberikan rekomendasi (batas maks 30 hari dari p mohonan rekomendasi);
4. Distamben memproses lebih lanjut dan Kepala DISTAMBEN membuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIP (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimal 90 hari);
5. a. SIP ABT/SIP MA/SIP G-P diserahkan kepada Pemohon setelah melunasi retribusi yang ditetapkan.

b. Tembusan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Instansi terkait.

• I • • • • 

B. PERMOHONAN SURAT IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH, PENliRAPAN MATA AIR, PEMBUATAN SUMUR 
GJ\LI/PASAK 

la 
. --~--l _________________________ lb-------------------------------11 

'' 
Pemohon 
mengajukan 
permohonan 
SIP ABT/SIP· ◄ 

... ,,,. 

3b 

Rekomendasi dari 
6upati / Walikota 

~ .... ,,,.11!::::==========:::!J 
~,..;.,,,. 

MA/SIP G-P 
dilengkapi 

p0:rsyaratan 
Admu 1istras; Sb ......... 

, ...... 

L ____ ._i ------11 

Sa 

KETERANGAN : 

~====~..J.:EMBUSAN/_,-

ABT/ 
IPMA/ 
IPG-P 

SIP ABT adalah Surat ljin Pengeboran A.Jr Bawah T3nah. SIP MAadatah Surat ljin Penurapan Mata Air1 SIP G-P hadala Surat ljin Pembuatan Sumur Gali/ Pasak. 
1. a. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loket atau melatui perantara (POS, ,asa Pengiriman/kurir); 

b. Pemberitahuan kekurangar. dan pemohon diwajibkan melengkapi, Permohonan yang lengkap dan sah dinyatakan mulai prosas; 
2. 0istamben melakukan pr~ses pengolahan permohonan, dengan mengkaji dan menguji kelayakan baik dengan rapat koordinasi pen1angt<u kepentingan dan kajian lapangan. 

3. a. Distamben mernints pertimbangan aspek ekonomi sosial kewitayahan usaha tambang kepada Bupati/WalikOia.­
b. Bupati/'JVaHkota memberik~n rekomendasi (batAs maks 30 ~ri dare ~ :.1mohonan rekomendasj); 

4. Distamben mempro~es tebiManjut 1an Kep~la rnSTAMBEN memPuat Keuptusan Pemberian/Penolakan Permohonan SIP (maksimal proses dari 2 hingga 4 maksimar 90 hari); 
5. a. SIP ABT/SIP MA/SIP G-P diserahkan kepada Pemohon setetah me1unasi retribust yang ditetapkan. 

b. Tembusan SIP ABT/SIP MA/SIP G-P disampaikan kElpada Bupati/Walikota dan lnstar.si terkait 



C. PERMOHONAN BARU SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR

4c

KETERANGAN:
SIPA abalah Surat Ijin Pengembilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gaJi/pasak, SIPMA Adalah Sura1 Ijin Pengambilan Mata Air,
1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke L^ket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengirimen/kurir) dengan dilampiri laboran hasil pemboran, yang berisi tentang penampang 

sumur, konstruksi, potensi dan kebutuhan debit, uji kualitas air dan pengesahan pamasanyan meter air.
2. DISTAMBEN melakukan kajian kelayakan permohonan SIPA/SIPMA
3. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penoplakan perrmohonan.

b. Distamben menyampaikan surat ^cnolakan permohonan lepada pemohon.
4. a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA.

b. Distamben menyampaikan SIP/SIPMA lepada Pemohoon .
c. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA disampaikan lepada Bupati/Walikota.

--

. 
C. PERMOHONAN BARU SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILJl.N MATA AIR 

' 

KETERANGAN : 

Pemohon 
mengajukan 
permohonan 
SIPA/ s,~MA 
dilengkapi SIP 
dan laporan 

pemboranlLe~ 
ran par.urapan 

3b 

l 
◄ 3a 

w ·-=-=..===-=--==-===~ 

Bupat, / Walikota j 

TEMBUSAN 

4b 

SIPA aualah Surat ljin Pengembilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun St.:murga!i/pasak, 51PMA adalah Surat ljin Peng~b•lar. Mata Atr, . 
1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke,lnket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengirimenlkurir) dengan dtlampiri laboran hasil pemboran, yang berisi tentang penampllng 

~umur. konstruksi, ootensi dan kebutuhan debtt, uji kualitas air dan pengesahan pamasan\jN• meter arr. 
2. OISTAMBEN melakukan kajian ketayakan permohonan SIP A/SIPt.llA 
3. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penoplakan perrrnohonan. 

b. O.stamben menyampaikan surat ,·v*1lOlakan permohonan lepada pemohon. 
4. a. Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DIST AMBEN menerbitkan SIP/SIPMA. 

b. Distamben menyampaii<an SIP/SIPMA lepada Pemohoon . . 
c. Tembusan surat PenoJakan Permt1honan atau SIP/SIPMA d~sampatkan lepada Bupati/Walikota. 



» « ♦ » ■ . »

D. PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR

Bupati / Walikota

3*

KETERANGAN:
SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bor maupun sumur gali/pasak, SIPMA adalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air,

1. Pengajuan berkas permohonan langsung ke Loket atau melalui perantara (POS, Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampiri SIPA Lama, laporan pemakaian ABT 1 tahun terakhir, Bukti 
pembayaran pajak 3 bulan.

2. DISTAMBEN melakukan kajian kelayakan permohonan perpanjangan SIPA/SIPMA
3. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penoplakan pecrmohonan.

b. Distamben menyampa’kan surat penolakan permohonan lepada pemohon.
4. a Permohonan dinyatakan layak maka Kepala DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA perpanjangan.

b. Distamben menyampaikan SIP/SIPMA perpanjangan kepada Pemohon .
5. Tembusan surat Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA perpanjangan disampaikan lepada Bupati/Walikota.

" 

D. PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGAMBILA1-.J AIR BAWAH TANAH, DAN PENGAMBILAN MATA AIR . . 

KETl:RANGAN: 

Pemohon 
mengajukan 
permohonan. 
Perpanjangan 
SIPN SIPMA 

dilengkapi ~ 

Persyaratan 
administrasi 

3b 

1 

◄ 3a 

4b 

7 -~, . ~ ,- ·s,A,_~ '18J=i~l ' _...,· UI , ,,.i ,.,"'t ~ 

PROVINS! 
JATENG 

----=:.=====~- TEMBUSA'f-f ___ ...... ., 

.,.I 

.,.,"" ,,..,. 
_,,'le 

SIPA adalah Surat ljin Pengembilan Air Bawah Tanah baik dari sumur bur maupun sumur gali/pasak, SIPMA acalah Surat fjin Pengambitan Mata Air, 

• 

Bupati / Walikota 

1. Pengajuan berkac; pennohonan langsung ke Loket atau melalui perantara (POSt Jasa Pengiriman/kurir) dengan dilampki SIPA Lama, taporan pemakaian ABT 1 tahun terakhir, Bukti. 
pembayaran pajak 3 bulan. 

2. DIST AMBEN melaku:.Can kajian kefayakan permohonan perpanjangan Sf PA/Sf PMA 
3. a. Permohonan tidak memenuhi kelayakan maka dibuat surat penoplakan pefrmohunan. 

b. Distamhen m4nyainpa;kan surat penolakan permohonan lepada pemohon. 
4. a P~onan dinyatakan tayak maka Kep1fa DISTAMBEN menerbitkan SIP/SIPMA perpanjangan. 

b. Oistarnben menyampaikan SIP/SIPMA perpanjangan kepada Pemohon . 
5. Ternbusan su~at Penolakan Permohonan atau SIP/SIPMA perpanjangan disampaikan iepada BupaU/Walikota. 



E. PERMOHONAN PENGUJIAN KUALITAS AIR PADA LABORATORIUM GEOLOGI PERTAMBANGAN

1

Pemohon 
mengajukan 
permohonan 
Peengujian 

dengan 
menyampaikan 

contoh air

t

KETERANGAN:

1. Pemohon mengirim permohonan dan contoh air yang akan diuji ke Loret laboratorium; (air dikirim sebanyak minimal 2 liter dan diambil secara tertutup 
dan dikirim tidak lebih dari 24 jam Sejak pengambilan;

2. Laboratorium memproses contoh air tidak lebih dari 24 jam setelah diterima;
3. Hasil analisis dituangkan dalam konsep sertifikat hasil pengujian dan diajukan ke DISTASMBEN;
4. DISTAMBEN melakukan pemngesahan hasil uji Laboratorium;
5. Hasil uji laboratorium saip disampaikan pemohon;
6. Sertifikat hasil pengujian disampaikan ke pemohon estela membayar retribusi sesuai ketetapan.

GUBERNUR JAWA TENGAH

•• . . . ... 

E. PERMOHONAN PENGUJIAN KUALITAS AIR PADA LABORATORIUM GEOLOGI PERTAMBANGAN 

1 LAB. 3 

• GEOLOGI 

+ PERTAM l BANGAN 
Pemohon 
mengajukan 
permohonan DISTAMBEN 
Peengujian PROVINS! 

dengan .IAWA Tt=Nr,AH 
menyampaikan 

contoh air 

6 5 

KETERANGAN : 

1. Pemohon mengirim permohonan dan contoh air yang akan diuji ke Loret laboratorium; ( air dikirim sebanyak minimal 2 liter dan diamb1I secara tertutup 
dan dikirim tidak lebih dari 24 jam Sejak pengambilan; 

2. Laboratorium memproses contoh air tidak lebih dari 24 jam setelah diterima; 
3. Hasil analisis dituangkan dalam konsep sertifikat hasil pengujian dan diajukan ke DlSTASMBEN; 
4. DISTAMBEN melakukan pemngesahan hasit uji Laboratorium; 
5. Hasil uji laboratorium saip disampaikan pemohon; 
6. Sertifikat hasil pengujian disampaikan ke pemohon estela membayar retribusl sesuai ketetapan. 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN 
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 56 TAHUN 2006 
TANGGAL 17 Juli 2006 

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADUAN PELAYANAN 
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI JAWA TENGAH 

I DISETUJUI _.... ,---. 

.... -

KELUHAN DARI MASYARAKAT .... .... 
PENGGUNAJASA ~ .... 

PETUGAS / SUB BAGIAN UMUM 

,r 

TIM PENAMPUNG DAN 
PENYELESAIAN PENGADUAN 

MASYARAKAT 

i 
I ANALISA MASALAH ~ DITOLAK ~ 

Tl NOAK LANJUT 
(PEMECAHAN DAN PENYELESAIAN) 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

MARDIYANTO 


